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ABSTRAK 

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Sistem 

Adat Lampung Saibatin (Studi Kasus di Desa Cahaya Negeri Kec. 

Lemong Kab. Pesisir Barat Lampung). Oleh Aprizon, NIM 

1711110060  

Pembimbing I: Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag dan Pembimbing II: 

Giyarsi, M. Pd 

Tujuan penulisan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana proses pembagian harta waris menurut sistem hukum 

adat Lampung Saibatin di Desa Cahaya Negeri Kec. Lemong Kab. 

Pesisir Barat dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap 

pembagian  harta waris sistem adat Saibatin di Desa Cahaya Negeri 

Kec. Lemong Kab.Pesisir Barat. Adapun penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui proses pembagian harta waris menurut hukum 

adat Lampung Saibatin di Desa Cahaya Negeri Kec. Lemong Kab. 

Pesisir Barat dan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam 

terhadap harta waris adat Saibatin di Desa Cahaya Negeri Kec. 

Lemong Kab. Pesisir Barat. Untuk mengungkap permasalahan ini 

secara mendalam dan menyeluruh, penulis menggunakan 

deskriptif kualitatif yang memberikan manfaat informasi, fakta dan 

data mengenai Hukum Islam terhadap pembagian harta waris 

sistem adat Lampung Saibatin di Desa Cahaya Negeri Kec. Lemong 

Kab. Pesisir Barat Lampung. Kemudian data tersebut diuraikan, 

dianalisis, dan dibahas guna untuk menjawab permasalahan 

tersebut. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa, (1) Proses 

pembagian harta waris menurut adat Lampung Saibatin khususnya 

Pesisir Barat yang merupakan salah satu masyarakat patrilineal 

dengan sistem pewarisan mayorat yaitu menjadikan anak laki-laki 

tertua sebagai pemimpin, pengatur, dan pengurusan harta warisan 

pewaris. Karena peran anak laki-laki tetua dianggap penting untuk 

bertanggung jawab pada keluarganya. (2) Pandangan Hukum 

Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Menurut Adat Lampung 
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Saibatin. Bertentangan dengan hukum adat saibatin Lampung. 

Karena dalam Islam ahli waris diberikan kepada furudhul 

Muqoddaroh yaitu ahli waris yang bagian-bagiannya telah 

ditentukan di dalam Al-Qur’an dan ketentuan dalam syari’at.  

 

Kata Kunci : Hukum Adat, Harta Waris,Hukum Islam  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia memiliki berbagai macam suku dan 

adat yang memiliki ciri khas di setiap daerahnya, Indonesia 

merupakan negara yang mengakui keberlakuan hukum adat. 

Istilah “Hukum Adat” adalah terjemahan dari istilah dalam  

bahasa  Belanda:  “adatrecht’’  dikemukakan  oleh  Snouck  

Hurgronje.1 

Namun dalam arti sempit dan sehari hari, maka yang 

dimaksud dengan “Hukum Adat” adalah hukum asli yang 

tidak tertulis, yang berdasarkan kebudayaan dan pandangan 

hidup bangsa Indonesia, yang memberi pedoman kepada 

sebagian orang-orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, 

dalam hubungan antara yang satu dengan yang lain baik di 

kota maupun di desa.2  Dan diakui secara implisit dalam UUD 

1945 setelah amandemen melalui penjelasan umum, yang 

mengatur bahwa :  

“Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar hukum yang 

tertulis, sedangkan di sampingnya Undang-Undang Dasar itu 

berlaku juga dasar hukum yang tidak tertulis ialah aturan-

aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik 

penyelenggara Negara, meskipun tidak tertulis”.3 

Pengakuan Negara terhadap Eksitensi kesatuan 

masyarakat  hukum adat dan hak tradisionalnya ini sekaligus 

mengakui eksistensi hukum adat, sebab tanpa adanya norma-

norma hukum adat, maka suatu kesatuan masyarakat hukum 

adat tidak dapat lagi diakui keberadaannya. 

                                                           
1Muhammad Bushar, Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar, (Jakarta: 

PT.PradnyaParamita,2010.) hlm.1 
2 Muhammad Bushar, Asas-Asas Hukum.............hlm.7 
3 Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen I, II, III 

dan IV. 

1 
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Hukum   adat   yang   tidak   tertulis,   tumbuh   dan   

berkembang   pada kebudayaan tradisional sebagai 

perwujudan hukum rakyat yang nyata dalam kehidupan 

masyarakat Indonesia. Berbagai lembaga hukum yang ada 

dalam suatu masyarakat, seperti lembaga hukum tentang 

perkawinan, lembaga hukum tentang perwarisan,  lembaga  

hukum tentang  jual-beli barang,  lembaga hukum tentang 

milik tanah, dan lain-lain.4 Hukum adat hanya berlaku dalam 

bidang-bidang tertentu saja. Namun, diantara salah satu dari 

bidang  hukum yang dimaksud adalah bidang hukum 

kewarisan. Untuk masalah kewarisan belum ada hukum waris 

nasional, ataupun undang-undang yang mengatur mengenai 

masalah pewarisan. 

Dasar berlakunya hukum adat terdapat pada Pasal 18b 

ayat (2) Bab VI tentang Pemerintah Daerah UUD 1945 setelah 

amandemen yaitu : 

“Negara  mengakui  dan  menghormati   kesatuan-

kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”5 

Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) tersebut, sesungguhnya 

Negara juga mengakui hak otonomi dari kesatuan masyarakat 

hukum adat, yaitu hak membentuk hukumnya sendiri,  hak  

melaksanakan pemerintahan sendiri dalam kerangka Negara 

Kesatuan RI, hak menjaga keamanannya sendiri, dan 

melakukan peradilan sendiri. 

Hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat 

dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut 

                                                           
4 Muhammad Bushar, Asas-Asas Hukum,...........hlm.21 
5 Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen I, II, III 

dan IV. 
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sistem  keturunan.  Setiap  sistem  keturunan  Selain  itu,  pada  

pasal  5  ayat  (1)  UU  No.  48  Tahun  2009  Tentang Kekuasaan 

Kehakiman yaitu “Hakim dan hakim konstitusi wajib 

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan 

rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Kemudian Pasal 

5 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman Bahwa “Putusan pengadilan selain harus memuat 

alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari 

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau 

sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk 

mengadili”.6 

Pasal tersebut menunjukkan bahwa Hakim Mahkamah 

Agung mengakui eksistensi hukum adat beserta reaksi adatnya 

yang masih hidup dalam masyarakat Indonesia. Selain itu, 

hukum adat termasuk hukum yang hidup sehingga bisa 

menjadi sumber hukum. Hukum waris adat adalah hukum 

adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan 

asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan 

waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan 

penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.7 

Dalam Kompilasi Hukum Islam hukum kewarisan dijelaskan 

sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak 

pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan 

siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa 

bagiannya masing-masing. 

Hukum Islam menyebut waris dengan istilah Faraidh 

yaitu ketentuan tentang bagian yang diterima oleh ahli waris 

dalam bentuk dan jumlah yang pasti, karena telah disebut 

dengan jelas dalam Al Quran : 

                                                           
6
 Undang-undang Nomor  48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 

7Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung: PT.Citra Aditnya 

Bakti,2003.) hlm. 7 
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وُ فِيْ  فاَِنْ كُنَّ نِسَاۤءً فَ وْقَ اثْ نَتَ يْنِ فَ لَهُنَّ ثُ لُثاَ مَا  ٓ  اَوْلََدكُِمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الَْنُْ ثَ يَ يْنِ  ٓ  يُ وْصِيْكُمُ اللّّٰ
ا تَ رَكَ اِنْ كَانَ لَو ٓ  وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَ لَهَا النِّصْفُ  ٓ  تَ رَكَ  دُسُ مِمَّ هُمَا السُّ فاَِنْ لَّمْ  ٓ  وَلَدٌ  ٓ  وَلَِبََ وَيْوِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّن ْ

ٓ  وَلَدٌ وَّوَرثِوَ ٓ  يَكُنْ لَّو وِ الث ُّلُثُ اَ  ٓ  هُ فَلِِمُِّ ٓ  فاَِنْ كَانَ لَو ٓ  بَ وّٰ دُسُ مِنْ  ٓ  وِ السُّ  ٓ  بَ عْدِ وَصِيَّةٍ ي ُّوْصِيْ بِهَا ٓ  اِخْوَةٌ فَلِِمُِّ
رَبُ لَكُمْ نَ فْعًا  ٓ  اّٰباَۤؤكُُمْ وَابَْ نَاۤؤكُُمْ  ٓ  اَوْ دَيْنٍ  وِ  ٓ  لََ تَدْرُوْنَ ايَ ُّهُمْ اَق ْ وَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًااِنَّ اللّّٰ  ٓ  فَريِْضَةً مِّنَ اللّّٰ  

Artinya: 

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang 

(pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian 

seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak 

perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang 

jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga 

dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu 

seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang 

ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-

masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang 

meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak 

mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya 

(saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang 

meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya 

mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) 

setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah 

dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, 

kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih 

banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. 

Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.(Q.S An 

nisa Ayat 11). 

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal 

berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, 

meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris 

adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai 

hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, 

beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk 

menjadi ahli waris. Harta peninggalan adalah harta yang 
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ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang 

menjadi hak miliknya maupun hak-haknya. Harta warisan 

adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama 

setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit 

sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran 

hutang dan pemberian untuk kerabat8. 

Namun demikian, selain memperoleh hak waris, ahli 

waris juga memiliki kewajiban menurut ketentuan pasal 175 

KHI yakni untuk mengurus dan menyelesaikan sampai 

pemakaman jenazah selesai. Menyelesaikan baik hutang-

hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban 

pewaris maupun menagih piutang. Menyelesaikan wasiat 

pewaris. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang 

berhak. Para ahli waris baik secara bersama-sama atau 

perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris 

yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang 

bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan 

Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan (pasal 188 

KHI) dengan ketentuan sebagaiman berikut ini : 

1) Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau 

ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta 

tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan 

penguasaannya kepada Baitul Maal untuk kepentingan 

agama Islam dan kesejahteraan umum (Pasal 191 KHI). 

2) Bagi pewaris yang beristeri dari seorang, maka masing-

masing isteri berhak mendapat bagian dagi gono-gini dari 

rumah tangga dengan suaminya sedangkan keseluruhan 

bagian pewaris adalah menjadi hak milik para ahli warisnya 

(Pasal 190 KHI). 

                                                           
8
Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an, (Jakarta: Tinta 

Mas,) hlm. 9 
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3) Duda mendapat separuh bagian, bila pewaris tidak 

meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, 

maka duda mendapat seperempat bagian (Pasal 179 KHI). 

4) Janda mendapat seperempat bagian, bila pewaris tidak 

meninggalkan anak, dan apabila pewaris meninggalkan 

anak, maka janda mendapat seperempat bagian (Pasal 180 

KHI).9 

Masalah waris mewaris dikalangan umat Islam di 

Indonesia, secara jelas diatur dalam pasal 49 Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Pengadilan Agama berwenang 

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara 

kewarisan. 

Sedangkan menurut hukum Islam hak waris itu 

diberikan baik kepada keluarga wanita (anak-anak perempuan, 

cucu-cucu perempuan, ibu dan nenek pihak perempuan, 

saudara perempuan sebapak seibu, sebapak atau seibu saja). 

Para ahli waris berjumlah 25 orang, yang terdiri dari 15 orang 

dari pihak laki-laki dan 10 dari pihak perempuan10. Sedangkan 

bagian masing-masing ahli waris adalah isteri mendapat ¼ 

bagian apabila sipewaris mati tidak meninggalkan anak atau 

cucu, dan mendapat bagian 1/8 apabila si pewaris mempunyai 

anak atau cucu, dan isteri berhak mendapatkan juga bagian 

warisnya. 

Dengan demikian maka dalam Islam, pembagian waris 

bukan melalui pembagian merata kepada ahli waris, akan 

tetapi dengan pembagian yang proporsional seperti penjelasan 

diatas. 

Meskipun dasar serta sifatnya adalah  satu,  yaitu  ke-

Indonesiaannya.  Oleh  karena  itu,  maka  adat   bangsa 

                                                           
9 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral,.............. hlm. 11 
10 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral,.............. hlm. 12 
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Indonesia itu dikatakan ”Binneka Tunggal Ika”.11 Salah satu 

Kebhinekaan tersebut terdapat di dalam masyarakat adat 

Lampung Saibatin. 

Daerah Lampung berubah menjadi Provinsi setelah 

memisahkan diri dari Provinsi Sumatera Selatan pada Tanggal 

18 Maret 1964 berdasarkan UU No.14. Tahun 1964 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah yaitu,  Daerah Lampung 

merupakan daerah yang dikenal dengan sebutan "Sang Bumi 

Ruwa Jurai" atau "Rumah Tangga Dua (asal) Keturunan yaitu 

penduduk pendatang dan penduduk Lampung asli.12 

Penduduk pendatang sebagian besar dari Jawa dan Bali, 

Provinsi Lampung ini terbagi dalam tiga daerah tingkat dua 

yakni, Kabupaten Lampung Utara, Lampung Tengah dan 

Lampung Selatan serta Kotamadya Bandar Lampung.13 

Secara garis besar, suku bangsa Lampung dapat 

dibedakan menjadi dua kelompok masyarakat, yaitu 

masyarakat Lampung yang beradat Pepadun dan masyarakat 

Lampung yang beradat Peminggir atau Saibatin. Dan adat 

istiadat di Lampung dibedakan menjadi dua golongan adat 

yaitu Saibatin dan Pepadun. Masyarakat adat Saibatin 

bermukim disepanjang pantai termasuk masyarakat adat: Krui, 

Ranau, Komering sampai Kayu Agung. Masyarakat adat 

Pepadun bermukim didaerah pedalaman Lampung, terdiri dari 

masyarakat adat: Abung (Abung Siwo Mego), Pubian (Pubian Telu 

Suku), Manggala atau Tulang Bawang (Mego Pak), dan  Buay  Lima.  

Dengan  kata  lain,  masyarakat  adat  Lampung  yang  beradat 

Pepadun   mendiami   bagian   timur   dan   bagian   tengah   

Provinsi   Lampung, sedangkan  masyarakat  adalat  Saibatin,  

                                                           
11Soerjono Wignjoediporo, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, 

(Jakarta:PT Toko Gunung, 1995.) hlm. 13 
12Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Pembentukan daerah 

tingkat I Lampung, Bab : II pasal 3. Hlm. 11 
13 Iskandar Syah, Bunga Rampai Adat Budaya Lampung, (Yogyakarta: 

Histokultura, 2017.) hlm. 12 
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mendiami  bagian  barat  dan  selatan, terutama dibagian 

pesisir pantai dan pulau-pulau (kepulauan), sehingga  sering 

juga disebut masyarakat Lampung Pesisir atau Pemingir.14 

Bentuk  perkawinan  yang  ideal  bagi  orang  Lampung  

pada  umumnya adalah  “Patriolokal”  dengan pembayaran 

“uang  jujur”  dari pihak  pria  kepada pihak wanita, sehingga 

setelah selesai perkawinan isteri harus ikut suami. Selain 

perkawinan dengan jujur tersebut terdapat pula perkawinan 

dalam bentuk “semanda”, terutama yang banyak berlaku 

dikalangan masyarakat Lampung beradat “pesisir”, dimana 

setelah kawin suami ikut kepihak isteri, melepaskan 

kekerabatan ayahnya “Matriolokal”. Akibat hukum yang dari 

perkawinan jujur berarti garis keturunan tetap dipertahankan 

menurut garis lelaki, sedangkan jika perkawinan semanda 

berarti garis keturunan beralih kepada pihak isteri. 

Dilingkungan pesisir sering berlaku sitem kekrabatan yang 

beralih-alih keturunan (al-ternerend).15 

Hukum waris adat yang berlaku pada masyarakat adat 

Lampung menggunakan sistem pewaris tunggal yang disebut 

dengan istilah mayorat laki-laki, yakni anak laki-laki tertua 

yang berhak menguasai atas harta peninggalan keluarga 

dengan hak dan berkewajiban mengatur serta mengurus 

kepentingan adik-adiknya atas dasar musyawarah juga 

mufakat para anggota kelompok waris yang lain. Jadi anak 

tertua berkedudukan menggantikan ayahnya. 

Hal itu dikarenakan masyarakat adat Lampung 

merupakan masyarakat adat yang susunan kekerabatannya 

kebapakan mengutamakan keturunan menurut garis laki-laki. 

Sehingga anak laki-laki tertua yang menjadi pewaris jalur 

lurus, kecuali jika keluarga tersebut tidak memiliki anak laki-

                                                           
14Syaifullah (et.al), Mitos Masyarakat Lampung, (Yogyakarta: 

Historikultura, 2017.) hlm.57 
15Syaifullah (et.al), Mitos Masyarakat Lampung,................hlm.162 



9 
 

 

laki sama sekali, anak perempuannya yang akan menjadi 

pewaris dengan cara konsep perkawinan semanda, yaitu 

seorang laki-laki yang menikah dengannya wajib untuk 

mengikuti keluarga garis perempuan atau istrinya.16 Jadi suami 

dan anak perempuannya menjadi pewaris yang keturunannya 

kelak kemudian diteruskan oleh anak laki-laki mereka. 

Perkawinan dengan cara semanda itu dengan konsep 

laki-laki yang menikah dengannya akan mengikuti keluarga 

perempuan (ngakuk ragah), fungsi laki-laki ini adalah menjadi 

anak laki-laki keluarga perempuan sebagai pengelola warisan 

yang akan diwariskan kepada anak laki-lakinya17. Dalam 

masyarakat adat Lampung, untuk meneruskan sebuah trah 

warisan kepunyimbangan keluarga ada beberapa 

kemungkinan yang menjadi alasan untuk dilaksanakannya 

sebuah pengangkatan anak. Pertama keluarga tersebut tidak 

memiliki anak. Kedua, keluarga tersebut tidak mempunyai 

anak laki-laki, melainkan anak perempuan saja. Ketiga, 

keluarga tersebut akan menikahkan anak mereka dengan orang 

yang bukan asli Lampung. 

Lokasi  penelitian  dilakukan  di  Kecamatan  Lemong  

diketahui bahwa hukum adatnya masih digunakan. 

Merupakan ketentuan waris peninggalan nenek  moyang  yang  

sudah  turun  temurun  dalam  hal  tradisi  dan   tatanan 

masyarakat dalam pembagian warisan, sehingga penulis 

tertarik untuk meneliti secara  mendalam  bagaimana  hukum  

adat  menerapkan   pembagian   warisan. Berdasarkan uraian 

di atas, maka penulis mengkajinya melalui penelitian dengan 

judul  “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta 

Waris di Dalam Adat Saibatin ( Studi Kasus di Desa Cahaya 

Negeri Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat Lampung)”. 

                                                           
16 Syaifullah (et.al), Mitos Masyarakat Lampung,................hlm.164 
17 Kiay Paksi, Buku Handak II Lampung Pubian, (Bandar Lampung: 

Gunung Pesagi, 1995.) hlm. 14 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, 

maka dirumuskan penelitian sebagai berikut yaitu : 

1. Bagaimana proses pembagian harta waris menurut sistem 

hukum adat Lampung Saibatin di Desa Cahaya Negeri Kec. 

Lemong Kab. Pesisir Barat? 

2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pembagian 

harta waris sistem adat Saibatin di Desa Cahaya Negeri Kec. 

Lemong Kab. Pesisir Barat? 

C. Batasan Masalah 

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk 

menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok 

masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan 

memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian 

akan tercapai. Yaitu dibatasi pada masyarakat Kecamatan 

Lemong Kabupaten Pesisir Barat Lampung,yang masih kental 

menggunakan Hukum adat.  

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan ini ialah 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui proses pembagian harta waris menurut 

hukum adat Lampung Saibatin di Desa Cahaya Negeri Kec. 

Lemong Kab. Pesisir Barat. 

b. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap harta 

waris adat Saibatin di Desa Cahaya Negeri Kec. Lemong 

Kab. Pesisir Barat. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian : 

a. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi 

sumbangan pemikiran bagi pengembangan aspek ilmu 

hukum, khususnya hukum perdata tentang hukum waris 

adat tentang pembagian harta waris menurut  Hukum  Adat  
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Lampung  Saibatin  di Desa Cahaya Negeri  Kecamatan 

Lemong  Kabupaten Pesisir Barat. 

 

 

b. Secara praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

khasanah kepustakaan  dan  bermanfaat  bagi  kalangan  

mahasiswa  dan   para peneliti yang ingin mengetahui lebih 

jauh tentang proses pembagian warisan  pada   masyarakat   

hukum   adat Lampung   Saibatin   di Desa Cahaya Negeri   

Kecamatan Lemong    Kabupaten Pesisir Barat. 

F. Kajian Penelitian Terdahulu 

1. Rosmelina, Tesis, Sistem pewarisan Pada Masyarakat Lampung 

Pesisir Yang tidak mempunyai Anak Laki-laki, Semarang; 

2008.18Dalam kajiannya, Romelina fokus membahas 

pembagian waris adat masyarakat yang tidak memiliki anak 

Laki-laki. Adapun fokus penelitiannya didesa marga Negara 

Batin, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tenggamus, 

Provinsi Lampung. Dalam kajiannya, Rosmelina 

menjelaskan bahwa khusus untuk keluarga yang tidak 

mempunyai anak laki-laki, maka yang menjadi ahli waris 

dalam keluarga tersebut adalah anak perempuan tertua. 

Syaratnya, anak perempuan tersebut harus menjalini 

pernikahan secara adat. Yakni, perkawinan ngakuk khagah. 

Dalam istilah lain, suami perempuan tertua tersebut 

semanda. Ia melepaskan klan dari keluarga besarnya dan 

menjadi bagian dari keluarga besar istrinya. 

2. Muhammad Amin Suma, Keadlian Hukum Waris Islam Dalam 

Pendekatan Teks Dan Konteks, Jakarta: 2013. Dalam kajiannya, 

Muhammad Amin Suma memaparkan secara rinci terkit 

keadilan hukum waris Islam yang diterjemahkannya dari 

                                                           
18 Rosmelina, Tesis, Sistem pewarisan Pada Masyarakat Lampung Pesisir 

Yang tidak mempunyai Anak Laki-laki Semarang: 2008. 
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teks dan konteksnash (Al-Qur’an dan Al-Hadist). Dalam 

kajiannya, Muhammad Amin Suma menjelaskan secara rinci 

dan detail, maksud dari ayat-ayat Al-Qur’an dan Al-Hadist 

terkait waris, yang dikutip dari para ulama tafsir dan ulama 

hadist terkemuka. Termasuk Asbab An-Nuzul dan Asbab 

Al-Wurud hadist.  

G. Kerangka Teori 

Fiqih mawaris adalah Fiqih yang mempelajari tentang 

siapa-siapa orang yang termasuk ahli waris, bagian-bagian 

yang diterima mereka, siapa-siapa yang tidak termasuk ahli 

waris, dan bagaimana cara perhitungan nya. Menurut penelitin 

hukum kewarisan adalah himpunan aturan hukum yang 

mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta 

peninggalan. Pada perinsipnya kewarisan terjadi didahululi 

dengan adanya kematian, lalu orang yang meninggal tersebut 

meninggalkan harta warisan yang akan di bagikan kepada ahli 

warisnya. 

Hukum Kewarisan dalam kewarisan KHI disebutkan 

dalam pasal 171 Ayat (a) yang berbunyi; “Hukum kewarisan 

adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak 

pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan 

siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa 

bagiannya masing-masing.19 

Hilman Hadikusuma mengutip pendapat Teer Haar Bzn 

Mendefinisikan masyarakat adalah kelompok-kelompok 

masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai 

kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik  yang berwujud  

atau tidak berwujud. Bentuk dan susunan masyarakat hukum 

yang merupakan persekutuan hukum adat itu, para 

anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat teritorial dan 

                                                           
19Iim Fahim ah,  “Sejarah Perkembangan Waris di Indonesia”, 

(NUANSA vol. XI, no. 2 Desember 2018.)hlm. 108 
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geneologis.20  Apabila dibandingkan dengan hukum barat 

(hukum Eropa) maka sistematik hukum adat sangat sederhana, 

bahkan kebanyakan tidak sisematis. Misalnya saja uraian 

tentang hukum didalam kitab hukum adat orang Lampung 

yang disebut Kuntara Raja Niti, tidak sistematik, oleh karena 

itu dikelompokannya kaidah hukum yang sama.21 

Hukum waris Indonesia diatur menurut Hukum 

Perdata Barat (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat. Ter Haar 

Bzn dalam “beginselen en stelsel van het adat recht” 

merumuskan hukum adat waris sebagai berikut : “hukum adat 

waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan 

dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akanselalu 

berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiil 

dan immateriil dari suatu generasi kepada generasi 

berikutnya”.22 

Hukum waris Islam terdapat dalam Al-Quran yaitu 

Surat An-Nisa (4) ayat 11, ayat 12, dan ayat 176. Terbukanya 

waris setelah yang bersangkutan meninggal dunia dan 

meninggalkan harta, yang dimaksud dengan yang 

bersangkutan adalah: 

1. Suami 

2. Istri 

3. Bujangan (Duda/Janda) 

Masalah waris mewaris dikalangan umat Islam di 

Indonesia, secara jelas diatur dalam pasal 49 Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Pengadilan Agama berwenang 

                                                           
20Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, 

(Bandung: Mandar Maju,2014.)hlm. 105 
21 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum,............. hlm. 38 
22 Soerjono Wignjoediporo, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, 

(Jakarta: PT.Toko Gunung, 1995.) hlm. 161 
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memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara 

kewarisan23. 

Sedangkan menurut hukum Islam hak waris itu 

diberikan baik kepada keluarga wanita (anak-anak perempuan, 

cucu-cucu perempuan, ibu dan nenek pihak perempuan, 

saudara perempuan sebapak seibu, sebapak atau seibu saja). 

Para ahli waris berjumlah 25 orang, yang terdiri dari 15 orang 

dari pihak laki-laki dan 10 dari pihak perempuan. Ahli waris 

dari pihak laki-laki ialah: 

1) Anak laki-laki (al ibn). 

2) Cucu laki-laki, yaitu anak laki-laki dan seterusnya 

kebawah (ibnul ibn) . 

3) Bapak (al ab). 

4) Datuk, yaitu bapak dari bapak (al jad). 

5) Saudara laki-laki seibu sebapak (al akh as syqiq). 

6) Saudara laki-laki sebapak (al akh liab). 

7) Saudara laki-laki seibu (al akh lium). 

8) Keponakan laki-laki seibu sebapak (ibnul akh as syaqiq). 

9) Keponakan laki-laki sebapak (ibnul akh liab). 

10) Paman seibu sebapak. 

11) Paman sebapak (al ammu liab). 

12) Sepupu laki-laki seibu sebapak (ibnul ammy as syaqiq). 

13) Sepupu laki-laki sebapak (ibnul ammy liab). 

14) Suami (az zauj).24 

Laki-laki yang memerdekakan, maksudnya adalah 

orang yang memerdekakan seorang hamba apabila sihamba 

tidak mempunyai ahli waris. Sedangkan ahli waris dari pihak 

perempuan adalah: 

1) Anak perempuan (al bint). 

                                                           
23 Soerjono Wignjoediporo, Pengantar dan Asas-Asas, . . . . . . . . hlm. 

163 
24Sirman Dahwal, Perbandingan Hukum Perkawinan, (Bandung: 

Cv.MandarMaju, 2017.) hlm. 7 
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2) Cucu perempuan (bintul ibn). 

3) Ibu (al um). 

4) Nenek, yaitu ibunya ibu (al jaddatun). 

5) Nenek dari pihak bapak (al jaddah minal ab). 

6) Sudara perempuan seibu sebapak (al ukhtus syaqiq). 

7) Saudara perempuan sebapak (al ukhtu liab). 

8) Saudara perempuan seibu (al ukhtu lium). 

9) Isteri (az zaujah). 

10) Perempuan yang memerdekakan (al mu‟tiqah). 

Sedangkan bagian masing-masing ahli waris adalah 

isteri mendapat ¼ bagian apabila sipewaris mati tidak 

meninggalkan anak atau cucu, dan mendapat bagian 1/8 

apabila si pewaris mempunyai anak atau cucu, dan isteri 

berhak mendapatkan juga bagian warisnya. 

Dengan demikian maka dalam Islam, pembagian waris 

bukan melalui pembagian merata kepada ahli waris, akan 

tetapi dengan pembagian yang proporsional seperti penjelasan 

diatas25. 

Berdasarkan uraian di atas, maka ahli waris 

dikelompokan menjadi: 

1. Ahli waris yang mendapatkan bagian pasti, adalah ahli 

waris yang bagiannya sudah disebutkan dalam Surat An-

Nisa ayat 11, ayat, 12, dan ayat 176, adapun bagian 

dimaksud adalah 1/2, 1/4, 1/3, 2/3, 1/6, dan 1/8.  

2. Ahli waris yang mendapat bagian sisa/tidak ditentukan, 

adalah ahli waris yang mendapat bagian seluruh atau sisa 

harta, setelah dilakukan perhitungan waris sesuai dengan 

ketentuan. 

Hukum waris adat adalah norma-norma hukum yang 

mengatur peralihan, pengoperan, dan atau perpindahan harta 

                                                           
25 Sirman Dahwal, Perbandingan Hukum Perkawinan,..........hlm. 10 
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kekayaan dalam rumah tangga yang dapat diwariskan. Sistem 

pewarisan yang ada dalam masyarakat Indonesia yaitu : 

1. Sistem Keturunan 

Menurut   Hilman   Hadikusuma,   sistem   keturunan   

dapat dibedakan dengan 3 corak, yaitu: 

a. Sistem patrilineal, yaitu sistem keturunan yang 

ditarik dalam garis keturunan bapak, di mana kedudukan 

pria lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan 

wanita di dalam pewarisan. 

b. Sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik 

menurut garis keturunan ibu, di mana kedudukan wanita 

lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di 

dalam pewarisan.26 

c. Sistem Parental, yaitu sistem kekerabatan yang 

menarik garis keturunan dari orang tua baik dari pihak 

perempuan dan dari pihak laki-laki secara bersama-sama 

dan seimbang. 

2. Sistem Pewarisan Individual 

Sistem pewarisan individual di mana setiap waris 

mendapatkan pembagain untuk dapat menguasai dan atau 

memiliki harta   warisan   menurut   bagiannya   masing-

masing.   Setelah   harta warisan itu diadakan pembagian 

maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki 

bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati 

ataupun dialihkan (dijual) kepada sesama waris, anggota 

kerabat, tetangga ataupun orang lain. Sistem pewarisan 

individual ini banyak berlaku di kalangan masyarakat adat 

Jawa dan Batak. 

3. Sistem Pewarisan Kolektip 

Sistem pewarisan di mana harta peninggalan 

diteruskan dan dialihkan  pemilikannya  dari  pewaris  

                                                           
26 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat,  (Bandung: PT.Citra Aditnya 

Bakti, 2003.) hlm. 23 
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kepada  waris  sebagai  kesatuan yang tidak terbagi-bagi 

penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris 

berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat 

hasil dari   harta   peninggalan   itu. Bagaimana   cara   

pemakaian   untuk kepentingan dan kebutuhan masing-

masing waris diatur bersama atas dasar  musyawarah  dan  

mufakat  oleh  semua  anggota  kerabat  yang berhak atas 

harta peninggalan di bawah bimbingan kerabat. Sistem 

kolektif ini terdapat misalnya di daerah Minangkabau, 

kadang-kadang juga di tanah Batak atau di Minahasa dalam 

sifatnya yang terbatas. 

4. Sistem Pewarisan Mayorat 

Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga 

merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya penerusan dan 

pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-

bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas 

sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga 

menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala 

keluarga.27 

Lampung adalah provinsi yang terletak di ujung 

selatan Pulau Sumatra merupakan  pintu  gerbang  antara  

Jawa  dan  Sumatra  atau  sebaliknya,  letak Lampung  

sangat  dekat  dengan  Jawa  sejauh 30  km.  Adat  lampung  

dibedakan menjadi  dua,  yaitu.  Adat  Lampung  Pepadun  

dan  adat  Lampung Saibatin/Peminggir. Bentuk 

perkawinan yang ideal bagi orang Lampung pada 

umumnya adalah “Patriolokal” dengan pembayaran “uang 

jujur” dari pihak pria kepada pihak wanita, sehingga setelah 

selesai perkawinan isteri harus ikut suami. 

Punyimbang berperan sebagai pemuka adat, tidak 

hanya itu punyimbang sendiri banyak memiliki arti yaitu 

                                                           
27 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Bandung: PT. Citra Aditnya 

Bakti, 2003. hlm.24  
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tempat menimbang-nimbang dan juga tempat memberi 

contoh baik. Di katakan tempat menimbang-nimbang karena 

tugas punyimbang adalah untuk berdiskusi dalam sidang 

adat yang membahas masalah yang terkait dengan 

kehidupan masyarakat, jika dahulu ketika masyarakat adat 

yang memiliki masalah maka yang dicari adalah 

punyimbang, mereka akan meminta bantuan punyimbang 

untuk membantu menyelesaikan masalahnya maka dahulu, 

Di katakan juga punyimbang merupakan tempat memberi 

contoh yang baik kepada masyarakat hal ini tercermin 

dengan adanya cepalo atau aturan adat yang mengikat 

kehidupan punyimbang. Peran punyimbang dalam 

masyarakat terlihat  dalam  semua  aspek  kehidupan  mulai  

dari  seseorang  lahir  hingga menikah.28 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah field research, yaitu penelitian 

yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk 

memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang 

obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi 

pada suatu kelompok masyarakat. sifat penelitian ini adalah 

deskriptif analitik, yakni mendeskripsikan sekaligus 

menganalisa tentang Pembagian Harta Waris di Dalam Adat 

Lampung Sai Batin Studi Kasus di Desa Cahaya Negeri Kec. 

Lemong Kab. Pesisir Barat Lampung. 

Penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara 

holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

                                                           
28Saras Sarita (et.al), “Perubahan Peran Pemuka Adat Punyimbang Pada 

Masyarakat Adat Pepadun”, (Jurnal Upi, Vol. 6, No. 2, September 2016.) hlm.4 
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memanfaatkan berbagai metode ilmiah.29 Jadi penelitian 

kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif 

bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, lebih 

mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian 

dapat tercapai.30 

Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan 

kualitatif, dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan 

theologis. Pendekatan Sosiologis merupakan pendekatan atau 

suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang 

dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan 

tersebut, pendekatan sosiologis ini digunakan sebagai salah 

satu metode dalam rangka memahami dan mengkaji 

agama.Pendekatan Teologis dapat diartikan sebagai upaya 

memahami agama dengan menggunakan ilmu ketuhanan yang 

berdasar dari suatu keyakinan. Pendekatan Teologis digunakan 

untuk berfikir yang berawal dari keyakinan yang di yakini 

benar dan mutlak dan diperkuat dengan dalil-dalil dan 

argumentasi.  

2. Sumber data 

Sumber data yang konsekuen dengan peneliti gunakan 

dalam penelitian ini, sebagai berikut : 

a. Data primer (pokok) 

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber 

asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan 

pokok masalah. Data ini diperoleh melalui wawancara 

langsung dengan informan. Data primer dalam penelitian ini 

adalah hasil wawancara dari kepala Desa, Tokoh 

Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan pihak yang 
                                                           

29Lesy j.moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : remaja 

rosda karya,2010.) hlm.6 
30 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif  ( Bandung: Alfabeta, 2014.) 

hlm.181 
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menerapkan pembagian waris sistem Adat Saibatin 

tersebut.31 

b. Data sekunder (pendukung) 

Data sekunder ialah data yang diperoleh dalam 

bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi/laporan, 

arsip/dokumentasi, dokumen pribadi, serta peraturan dan 

undang-undang. 

3. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan 

dan terwawancara (interviewe.32Bentuk wawancara yang 

digunakan adalah wawancara terstruktur (Structured 

Interview), wawancara terstruktur berisikan pertanyaaan 

yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai Pembagian 

Harta Waris Sitem Adat Lampung Saibatin. Oleh karena itu 

peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Desa, Tokoh 

Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan pihak yang 

menerapkan Pembagian Harta Waris Sistem Adat Lampung 

Saibatin tersebut. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data 

yang ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat 

berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku, dan lain 

sebagainya. Adapun data yang akan diperoleh dari hasil 

penelitian ini adalah informasi jumlah keluarga yang 

                                                           
31 J.Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, (Jakarta : Pt.Rineka 

cipta,2003.) hlm.2 
32 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Hukum ..., hlm.186 
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memakai Pembagian Harta Waris Sistem Adat Lampung 

Saibatin.33 

4. Teknik analisis data 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis 

data kualitatif. Data yang terkumpul, dianalisis menggunakan 

kerangka berfikir induktif yaitu jalan berfikir dengan 

mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus. 

Kerangka berfikir tersebut menjelaskan tentang Pembagian 

Harta Waris di DalamAdat Lampung Sai Batin Studi Kasus di 

Desa Cahaya Negeri Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat Lampung. 

5. Teknik keabsahan data 

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini, yaitu : 

a. Perpanjangan keikutsertaan peneliti 

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu 

sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam 

pengumpulan data.Keikutsertaan tersebut tidak hanya 

dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan 

perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian. 

Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan 

penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. 

b. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah 

pemeriksaan melalui sumber lainnya.34 

I. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika 

penulisan dalam beberapa bab yang terdiri dari : 

                                                           
33

 Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Hukum......., hlm.186 
34 Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Hukum........., hlm.186 
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BAB I merupakan Pendahuluan.Bab ini terdiri dari latar 

belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II merupakan Landasan Teori. Bab ini akan 

membahas kajian teori waris, „Urfdan hukum waris. 

BAB III merupakan Metode Penelitian.Bab ini terdiri 

dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan 

data. 

BAB IV merupakan Hasil Penelitian dan 

Pembahasan.Bab ini mendeskripsikan hasil penelitian dan 

pembahasan tentang Pembagian Harta Waris di DalamAdat 

Lampung SaiBatin Studi Kasus di Desa Cahaya Negeri Kec. 

Lemong Kab. Pesisir Barat Lampung. 

BAB V merupakan Penutup.Bab ini berisi kesimpulan 

yang ditarik dari uraian yang telah ditulis.Selanjutnya berisi 

saran-saran yang bertujuan sebagai pertimbangan dalam 

rangka perbaikan sistem yang sudah dijalankan sebelumnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Sistem Pembagian Harta Waris Menurut Islam 

1. Pengertian Harta Waris 

Dalam literatur fiqh Islam, kewarisan (al-mawarits kata 

tunggalnya al-mirats) lazim juga disebut dengan fara‟idh, yaitu 

jamak dari kata faridhah diambil dari kata fardh yang bermakna 

“ketentuan atau takdir”. Al-fardh dalam terminologi syar’i ialah 

bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris.35 Hukum 

kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala yang 

berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta 

kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli 

warisnya.36 

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 (a) 

dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang 

mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta 

peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang 

berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. 

2. Syarat dan Rukun Waris 

Pada dasarnya pesoalan waris-mewarisi selalu identik 

dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan 

tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. 

Dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan 

didasarkan pada asas ijbari, yaitu harta warisan berpindah 

dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa 

digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris.37 

Pengertian tersebut akan terpenuhi apabila syarat dan rukun 

mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi. 

                                                           
35 Muhammad Ali Ash-Sahabuni, Al-Mawaris Fisy Syari‟atil Islamiyyah „ 

Ala Dhau „ Al- Kitab wa Sunnah. Terj. A. M. Basalamah, Pembagian Waris Menurut 

Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 33. 
36 Amir Syarifudin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta:Kencana,2000), hlm.  4 
37  Muhammad Daud Ali, Asas Hukum Islam, (Jakarta:Rajawali Press,1990), 

hlm.129. 25 
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Ada beberapa syarat yang dipenuhi dalam pembagian 

harta warisan. Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, 

akan tetapi ada sebagian yang berdiri sendiri. Dalam hal ini 

penulis menemukan 3 syarat warisan yang telah disepakati 

oleh ulama, 3 syarat tersebut adalah:38 

a. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki 

hukumnya (misalnya dianggap telah meninggal) maupun 

secara taqdiri. 

b. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu 

pewaris meninggal dunia. 

c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian 

masing-masing. 

Adapun rukun waris yang harus terpenuhi pada saat 

pembagian harta warisan. Dalam bukunya Fachtur Rahman, 

Ilmu Waris, disebutkan bahwa rukun waris dalam hukum 

kewarisan Islam diketahui ada 3 macam yaitu:39 

a. Muwaris yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya 

atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah 

muwaris harus benar- benar telah meninggal dunia. Kematian 

muwaris itu, menurut ulama dibedakan menjadi 3 macam 

yaitu: 

1) Mati Haqiqy (matisejati) 

Mati haqiqy (mati sejati) adalah matinya muwaris yang 

diyakini tanpa membutuhkan keputusan hakim dikarenakan 

kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan 

panca inderadan dapat dibuktikan dengan alat bukti yangjelas 

dan nyata. 

2) Mati Hukmy (mati menurut hakim atau yuridis) 

Mati Hukmy (mati menurut hakim atau yuridis) adalah 

                                                           
38 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam diIndonesia, 

(Yogyakarta:Ekonisia, 2005), hlm. 24-25. 
39 Muhammad Ali As-Sahbuni, Hukum Waris Dalam Syariat Islam, 

(Bandung:CV Diponegoro, 1995), hlm. 49. 
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suatu kematian yang dinyatakan atas dasar keputusan hakim 

karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan 

hakimsecara yuridis muwaris dinyatakan meninggal meskipun 

terdapat kemungkinan muwaris masih hidup. Menurut 

Malikiyyah dan Hambaliyah apabila lama meninggalkan 

tempat itu berlangsung selama 4 tahun sudah dinyatakan mati. 

Menurut pendapat ulama lain, terserah kepada ijtihad hakim 

dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi 

kemungkinannya.40 

3) Mati Taqdiry (mati menurut dugaan) 

Mati Taqdiry (mati menurut dugaan) adalah sebuah 

kematian (muwaris) berdasarkan dugaan keras, misalkan 

dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau 

dipaksa meminum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan 

mati, maka dengan dugaan keras kematian itu diakibatkan 

oleh pemukulan terhadap ibunya. 

b. Waris (ahli waris) yaitu orang yang dinyatakan mempunyai 

hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), 

hubungan sebab semenda atau hubungan perkawinan, atau 

karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada 

saat meninggalnya muwaris, ahli waris benar- benar dalam 

keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang 

masih dalam kandungan (al-haml) terdapat juga syarat lain 

yang harus dipenuhi, yaitu antara muwaris dan ahli waris 

tidak ada halangansaling mewarisi. 

c. Maurus atau al-Miras, yaitu harta peninggalan si mati 

setelahdikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang 

dan pelaksanaan wasiat. 

3. Bagian-bagian Ahli Waris 

Harta waris dibagikan jika memang orang yang telah 

mati itu meninggalkan harta yang berguna bagi orang lain. 

                                                           
40 Muhammad Ali As-Sahbuni, Hukum Waris Dalam,..................hlm. 26 
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Namun sebelum harta warisan itu diberikan kepada ahli 

waris, ada tiga hal yang terdahulu mesti dikeluarkan, yaitu:41 

a. Segala biaya yang berkaitan dengan proses pemakaman 

jenazah 

b. Wasiat dari orang yang meninggal 

c. Hutang piutang sang mayit. 

Ketika tiga hal di atas telah terpenuhi barulah 

pembagian harta waris diberikan kepada keluarga dan juga 

para kerabat yang berhak. Adapun kriteria ahli waris 

tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 

huruf c, yang berbunyi “Ahli waris ialah orangyang pada saat 

meninggal mempunyai hubungan darah atau hubungan 

perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak 

terhalang karena hukum utnuk menjadi ahli waris”.42 

Apabila dicermati, hukum waris Islam membagi ahli 

waris menjadi dua macam yaitu: 

a. Ahli waris Nasabiyah 

Yaitu ahli waris yang hubungan kekeluargaannya 

timbul karena ada hubungan darah. Maka sebab nasab 

menunjukkan hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan 

ahli waris. 

b. Ahli waris sababiyah yaitu hubungan kewarisan yang 

timbul karena sebab tertentu. 

1) Perkawinan yang sah 

 

2) Memerdekakan hamba sahaya atau karena 

perjanjian tolong menolong. 

Macam-macam ahli waris dapat digolongkan menjadi 

beberapa golongan yang ditinjau dari jenis kelaminnya, dan 

                                                           
41

 Muhammad Ali As-Sahbuni, Hukum Waris Dalam,..................hlm. 26 
42 Muhammad Ali As-Sahbuni, Hukum Waris Dalam,...................hlm. 49. 
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dari segi haknya atas harta warisan. Jika ditinjau dari jenis 

kelaminnya, maka ahli waris terdiri dari dua golongan yaitu 

ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Sedangkan jika 

ditinjau dari segi hak atas harta warisan maka ahli waris 

terdiri dari 3 golongan yaitu al dzawil furudl, ashabah, dan dzawil 

arham.43  

Adapun besar kecilnya bagian yang diterima bagi 

masing-masing ahli waris dapat dijabarkan sebagai berikut. 

Pembagian harta waris dalam Islam telah ditentukan dalam 

Al-Qur’an surat an-Nisa’ secara gamblang dan dapat 

disimpulkan bahwa ada 6 tipe persentase pembagian harta 

waris, yaitu ada pihak yang mendapatkan setengah (1/2), 

seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), dua pertiga (2/3), 

sepertiga (1/3), dan seperenam (1/6).44 

a. Pembagian harta waris bagi orang-orang yang berhak 

mendapatkan warisan separuh (1/2) 

1) Seorang suami yang ditinggalkan istri dengan syarat ia 

tidak memiliki keturunan anak laki-laki maupun 

perempuan, walaupun keturunan tersebut tidak berasal 

dari suaminya kini (anak tiri). 

2) Seorang anak kandung perempuan dengan 2 syarat 

yaitu pewaris tidak memiliki anak laki-laki, dan anak 

tersebut merupakan anak tunggal. 

3) Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dengan 3 

syarat yaitu apabila cucu tersebut tidak memiliki anak 

laki-laki, dia merupakan cucu tunggal, dan apabila 

pewaris tidak lagi mempunyai anak perempuan. 

4) Saudara kandung perempuan dengan syarat: ia hanya 

seorang diri (tidak memiliki saudara lain) baik 

                                                           
43Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, ed.revisi, (Yogyakarta:UIIPress, 

2001), hlm.34 
44 Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2008), hal.24. 
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perempuan ataupun laki-laki,dan pewaris tidak 

memiliki ayah atau kakek ataupun keturunanbaik laki-

laki maupun perempuan. 

5) Saudara perempuan se-ayah dengan syarat: apabila ia 

tidak mempunyai saudara (hanya seorang diri), pewaris 

tidak memiliki saudara kandung naik perempuan 

maupun laki-laki dan pewaris tidak memiliki ayah atau 

kakek dan keturunan.45 

b. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang 

berhak mendapatkan warisan seperempat (1/4) yaitu 

seorang suami yang ditinggal oleh istrinya dan begitu pula 

sebaliknya. 

1) Seorang suami yang ditinggalkan dengan syarat, istri 

memilikianak atau cucu dari keturunan laki-lakinya, 

tidak peduli apakah cucu tersebut darah dagingnya atau 

bukan. 

2) Seorang istri yang ditinggalkan dengan syarat, suami 

tidak memiliki anak atau cucu, tidak peduli apakah anak 

tersebut merupakan anak kandung dari istri tersebut 

atau bukan.46 

c. Pembagian harta waris bagi orang-orang yang berhak 

mendapatkan waris seperdelapan (1/8) yaitu istri yang 

ditinggalkan suaminya yang mempunyai anak atau cucu, 

baik anak tersebut berasal dari rahimnya atau bukan.47 

d. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orangyang 

berhak mendapatkan waris dua pertiga (2/3). 

a. Dua orang anak kandung perempuan atau lebih, dimana 

dia tidak memiliki saudara laki-laki (anak laki-laki dari 

pewaris). 
                                                           

45
 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Yogyakarta: 

Ekonisia, 2005), hlm.52 
46

Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam, . . . . . . . . . . . h l m . 52 
47

Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam, . . . . . . . . . . . h l m . 53 



29 
 

 

b. Dua orang cucu perempuan dari keturunan anak laki-

laki dengan syarat pewaris tidak memiliki anak 

kandung, dan dua cuc tersebut tidak memiliki saudara 

laki-laki. 

c. Dua saudara kandung perempuan (atau lebih) dengan 

syarat pewaris tidak memiliki anak, baik laki-laki 

maupun perempuan, pewaris juga tidak memiliki ayah 

atau kakek, dan dua saudara perempuan kandung 

tersebut tidak memiliki saudara laki-laki. 

d. Dua saudara perempuan seayah (atau lebih) dengan 

syarat pewaris tidak mempunyaun anak, ayah atau 

kakek ahli waris yang dimaksud tidak memiliki saudara 

kandung.48 

e. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang 

yang berhak mendapatkan waris sepertiga (1/3) 

1) Seorang ibu dengan syarat pewaris tidak mempunyai 

anak atau cucu laki-laki dan keturunan anak laki-laki. 

Pewaris tidak memiliki dua atau lebih saudara 

(kandung atau bukan). 

2) Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, dua 

orang atau lebih dengan syarat pewaris tidak 

memiliki anak, ayah atau kakek dan jumlah saudara 

seibu tersebut dua orang atau lebih.49 

4. Sebab-sebab Seseorang Mendapatkan Warisan 

Seseorang berhak mendapatkan sejumlah harta warisan 

apabila terdapat salah satu sebab di bawah ini yaitu: 

a. Kekeluargaan 

b. Perkawinan 

c. Karena memerdekakan budak 

d. Hubungan Islam orang yang meninggal dunia apabila 

                                                           
48

 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam, . . . . . . . . . . . . hlm. 54 
49

Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam, . . . . . . . . . . . . hlm. 56 
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tidak mempunyai ahli waris, maka harta peninggalannya 

diserahkan kebaitul mal untuk umat Islam dengan jalan 

pusaka.50 

5. Sebab-sebab Seseorang Tidak Berhak Mendapatkan Warisan 

a. Hamba. Seorang hamba tindakan mendapat warisan 

dari semua keluarganya yang meninggal dunia selama ia 

masih berstatus hamba. 

b. Pembunuh. Seorang pembunuh tidak memperoleh 

warisan dari orang yang dibunuhnya. Rasulullah Saw 

bersabda :                

 الْقَاتِلُ لايَرَِثُ 
“Pembunuh tidaklah memperoleh harta waris” [Hadits 

Riwayat Tirmidzi 3/288, Ibnu Majah 2/883, Hadits Shahih 

Lihat Al-Irwa’, hal. 1672] 

c. Murtad. 

Orang yang murtad tidak mendapat warisan dari 

keluarganya yang masih beragama Islami Orang non 

muslim. Orang non muslim tidak berhak menerima 

warisan dari keluarganya yang beragama Islam dan 

begitupula sebaliknya, orang muslim tidak berhak 

menerima harta warisan dari orang non muslim (kafir).51 

6. Pewaris Pengganti 

Perihal pewaris pengganti, KHI mengaturnya dalam 

pasal 185 sebagai berikut: 

a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris maka 

kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali 

mereka yang tersebut dalam pasal 173. 

b. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari ahli 

                                                           
50 Ali Parman, Kewarisan Dalam Al-Qur‟an, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 1995), hlm. 62 
51

 Ali Parman, Kewarisan Dalam Al-Qur‟an,..............hlm. 63 
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waris yang sederajat dan yang diganti.52 

B. Pembagian Harta Waris di Indonesia 

Hukum waris adalah semua aturan yang mengatur 

tentang pemindahan hak atas kekayaan seseorang yang sudah 

meninggal kepada ahli warisnya dan atau yang ditunjuk 

berdasarkan wasiat si pewaris. Hal-hal yang menyangkut 

hukum waris adalah:53 

1. Pewaris adalah orang yang meninggal yang meninggalkan 

hartanya untuk diwariskan. Dalam Pasal 830 KUHPdt 

dinyatakan “Pewarisan hanya terjadi karena kematian”. 

2. Pewaris yang meninggal secara bersamaan tanpa diketahui 

siapa yang meninggal terlebih dahulu maka diantara 

mereka tidak saling mewarisi. Sebagaimana tersebut dalam 

Pasal 831 KUHPdt: 

“Bila beberapa orang, yang antara seorang dengan 

yang lainnya ada hubungan pewarisan, memnggal karena 

suatu kecelakaan yang sama,atau meninggal pada hari 

yang sama, tanpa diketahui siapa yang meninggal lebih 

dahulu, maka mereka dianggap meninggal pada saatyang 

sama, dan terjadi peralihan warisan dan yang seorang 

kepada yang lainnya.”54 

3. Ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan 

warisan baik karena hubungan kekeluargaan maupun 

akibat penunjukan/wasiat. 

“Agar dapat bertindak sebagai ahli waris, 

seseorang harus sudah ada pada saat warisan itu dibuka, 

dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 2 kitab 

undang-undang ini”(pasal 836KUHPdt). 

                                                           
52 Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (t.t.p.: 

Kementrian Agama RI , 2011), hlm. 66-82. 
53Soesilo dan Pramuji R, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 

(t.t.p:Wipress, 2007), hlm. 194. 
54 Soesilo dan Pramuji R, Kitab Undang-undang,................hlm. 194. 
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4. Janin yang ada dalam kandungan dianggap hidup dan 

mendapat warisan bila kepentingan si anak menghendaki, 

tetapi apabila lahir mati maka dianggap tidak pernah ada.55 

5. Wasiat adalah keinginan pewaris secara lisan maupun 

tulisan untuk memberikan sebagian atau seluruh hartanya 

kepada pihak tertentu baik itu keluarga maupun yang lain. 

6. Warisan adalah harta kekayaan (hak dan kewajiban) yang 

dimiliki oleh pewaris baik materil maupun immaterial yang 

diwariskan. 

7. Syarat terjadinya waris adalah: 

a. Ada yang meninggal dunia (syarat mutlak) Pasal 

830KUHPdt 

b. Ada ahli waris (syarat umum) Pasal 836 KUHPdt 

c. Ada harta kekayaan yang ditinggalkan (syarat umum) 

Pasal 1100 KUHPdt 

“Para ahli waris yang telah bersedia menerima 

warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah 

wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang 

diterima masing-masing dari warisanitu”. 

 

8. Azas yang dimiliki Ahli waris 

a. Azas seketika atau Le Mort Saisit Levit dikenal dengan 

Hak Seisin 

“Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, 

mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan 

semua piutang orang yang meninggal. Bila ada perselisihan 

tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan 

demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di 

atas, maka Hakim dapat memerintahkan agar semua harta 
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 Soesilo dan Pramuji R, Kitab Undang-undang,................hlm. 196 



33 
 

 

peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan 

Pengadilan. Negara harus berusaha agar dirinya 

ditempatkan pada kedudukan besit oleh Hakim, dan 

berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta 

peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian 

harta itu, dalam bentuk yang ditetapkan untuk penerimaan 

warisan dengan hak istimewa akan pemerincian harta, 

dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan 

bunga. (Pasal 833 [1]KUHPdt).”56 

b. Azas Heriditas Petition adalah hak menuntut pihak ketiga 

yang menguasai harta warisan untuk dikembalikan ke 

harta asal/Boedel. 

“Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk 

memperoleh warisannya terhadap semua orang yang 

memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu 

dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula 

terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan 

besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk 

seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, 

atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. 

Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya 

diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada 

dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, 

pendapatan dangan tirugi, menurut peraturan-peraturan 

yang termasuk dalam Bab III buku ini mengenai 

penuntutan kembali hak milik.(Pasal 834 KUHPdt).”57 

9. Sistem yang ada dalam hukum waris Barat adalah: 

a. Sistem perderajatan (keluarga terdekat menutup bagian 
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keluarga terjauh) 

b. Sistem perorangan (headtohead) 

c. Sistem bilateral yang terkandung dalam Pasal 854 dan 857 

KUHPdt.58 

10. Sikap ahli waris terhadap warisan 

a. Menerima dengan bulat 

b. Menolak 

c. Menerima dengan syarat59 

C. Pembagian Harta Waris Menurut Adat 

1. Pengertian Waris Menurut Adat 

Hukum waris adat meliputi aturan-aturan yang 

keputusan- keputusan hukum yang berkaitan dengan 

proses penerusan atau pengoperan dan peralihan atau 

perpindahan harta kekayaan materiil dan non materiil dari 

generasi ke generasi. 

Pengaruh aturan-aturan hukum lainnya atas 

lapangan hukum waris dapat diwariskan sebagai berikut: 

a. Hak purba/pertuanan/ulayat masyarakat hukum adat yang 

bersangkutan membatasi pewarisan tanah. 

b. Kewajiban dan hak yang timbul dari perbuatan-

perbuatan kredit tetap berkekuatan hukum setelah si 

pelaku meninggal. 

c. Transaksi transaksi seperti jual gadai harus dilanjutkan 

oleh ahli waris. 

d. Struktur pengelompokan wangsa/anak, demikian pula 

dalam bentuk perkawinan turut bentuk dan isi 

perkawinan. 

e. Perbuatan-perbuatan hukum seperti adopsi, perkawinan 

ambil anak, pemberian bekal/modal berumah tangga 

kepada pengantin wanita, dapat pula dipandang sebagai 
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perbuatan di lapangan hukum waris. Hukum waris 

dalam arti luas yaitu penyelenggaraan, pemindah 

tanganan, dan pemeliharaan harta kekayaan kepada 

generasi berikutnya.60 

Istilah waris di dalam kelengkapan istilah hukum 

waris adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah 

menjadi bahasa Indonesia,dengan pengertian bahwa di 

dalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan 

menuraikan tentang waris dalam hubungannya denga ahli 

waris, tetapi lebih luas dari itu.61 

Hukum waris adat adalah hukum adat yang 

memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas 

hukum waris, tentang harta warisan. Pewaris dan ahli 

waris serta acara bagaimana harta warisan itu dialihkan 

penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli 

waris. Hukum waris sesungguhnya adalah hukum 

penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada 

keturunannya.62 

Menurut Hilman Hadikusuma, digunakannya istilah 

hukum waris adat dalam hal ini dimaksudkan untuk 

membedakan dengan istilah hukum waris barat, hukum 

waris Islam, hukum waris Indonesia, hukum waris 

nasional, hukum waris Minangkabau, hukum waris Batak, 

hukum waris Jawa dan sebagainya.63 

Terdapat beberapa pengertian mengenai hukum 

waris adat Menurut para ahli, sebagai berikut:64 

a. Hukum waris adat menurut Soepomo merupakan 

peraturan yang memuat pengaturan mengenai proses 

                                                           
60 Hilman Hadi Kusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung:Alumni,1983), hlm.7. 
61

 Hilman Hadi Kusuma, Hukum Waris Adat,..................hlm.211. 
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 Hilman Hadi Kusuma, Hukum Waris Adat,..................hlm. 19. 
63Hilman Hadi Kusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, (Bandar 

Lampung: Mandar Maju, 1992), hlm. 214. 
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penerusan serta pengoperan barang-barang harta benda 

dan barang-barang yang tidak termasuk harta benda 

dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. 

b. Hukum waris adat menurut Ter Haar merupakan 

peraturan yang meliputi peraturan hukum yang 

bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan 

serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan 

pengoperan kekayaan materil dan immateril dari satu 

generasi kepada turunannya. 

Pengertian  mengenai hukum waris adat tersebut di 

atas mengantarkan pada suatu pernyataan bahwa hukum 

waris adat adalah suatu proses mengenai pengalihan dan 

penerusan harta kekayaan baik yang bersifat materil 

maupun immateril dimana pengalihan dan penerusan 

harta kekayaan tersebut dilakukan oleh suatu generasi 

kepada generasi berikutnya. 

2. Sifat Hukum Waris Adat 

Jika hukum waris adat kita bandingkan dengan 

hukum warisIslam atau hukum waris atau hukum waris 

barat seperti disebut didalam KUHPerdata, maka nampak 

perbedaan-perbedaannya dalam harta warisan dan cara-

cara pembagiannya yang berlainan. 

Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak 

dapat dibagi- bagikan penguasaan dan pemilikannya 

kepada para waris dan ada yang dapat dibagikan.65 

a. Harta yang tidak terbagi adalah milik bersama para 

waris, ia tidak boleh dimiliki secara perseorangan, tetapi 

ia dapat dipakai dan dinikmati. Hal ini bertentangan 

dengan pasal 1066 KUHPerdata alinea pertama yang 

berbunyi:  

 “Tiada seorang pun yang mempunyai bagian 
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dalam harta peninggalan diwajibkan menerima 

berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan 

tidak terbagi”. 

Harta warisan adat yang tidak terbagi dapat digadai jika 

keadaan sangat mendesak berdasarkan persetujuan para 

tetua adat dan para anggota kerabat bersangkutan. 

Bahkan untuk harta warisan yang terbagi kalau akan 

dialihkan (dijual) oleh waris kepada orang lain harus 

dimintakan pendapat diantara para anggota kerabat, 

agar tidak melanggar hak ketetanggaan (naastingsrecht) 

dalam kerukunan kekerabatan. 

b. Harta waris yang dapat dibagi-bagi, dalam rangka 

pembicaraan tentang hal ini, patokan-patokan 

pembicaraannya meliputi: 

1) Tentang Hibah dan Hibah Wasiat66 

Hibah adalah suatu perbuatan/tindakan hukum 

dalam rangka hukum waris, bila seorang pewaris 

melakukan pengoperan atau pembagian, maupun 

pembekalan dari harta benda warisannya yang tertentu 

kepada seorang tertentu atau ahli waris, contoh dari 

seorang bapak/petani kepada anaknya atau beberapa 

anaknya atau kepada istrinya. Seorang bapak/laki-laki 

yang akan naik haji, membagi harta benda yang disebut 

marisake, lazim terjadi di Jawa maupun di Sulawesi 

Selatan. Hibah wasiat adalah suatu perbuatan hukum 

yang bertujuan, agar supaya bagian tertentu dari 

kekayaan diberikan kepada salah seorang ahli waris 

anaknya atau seorang lain yang dikehendakinya, supaya 

sesudah meninggalnya, bagian tersebut dapat digunakan 

oleh yang berhak. Segera keinginan itu dinyatakan 

secara lisan di hadapan ahli waris atau dinyatakan secara 
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tertulis di hadapan seorang notaris, lambat laun 

merupakan pengganti dari pernyataan tertulis yang 

biasa dilakukan di hadapan lurah, menjadi kebiasaan di 

kalangan rakyat, baik yang disebut amanat, hibah 

wasiat, atau akte notaris. 

2) Tentang Kedudukan dan Bagian Janda dan Anak-

anak67 

Janda dalam hukum adat bukan ahli waris. Justru 

karena itulah untuk memberi kepastian bagiannya dan 

untuk menghindari berbagai macam tuntutan atas 

gugatan terhadapnya di kemudian hari, diadakanlah 

cara penghibahan itu. Maka tentang kedudukan janda 

didalam hukum waris adat adalah dilihat dari sudut 

bahwaia adalah orang luar dari keluarga suaminya. 

Namun sebaliknya, kenyataannya ia adalah seorang istri 

dan ibu rumah tangga suaminya, dan turut 

membinanya, dan oleh karenanya ikut memiliki harta 

benda yang diperoleh selama perkawinan. Maka di 

dalam urusan kewarisan dapat dinyatakan bahwa janda 

berhak akan jaminan nafkah seumur hidupnya baik dari 

hasil harta gono-gini maupun dari hasil barang asal 

suaminya. Janda berhak menguasai harta peninggalan 

suaminya untuk menarik pengahsilan dari barang-

barang itu, lebih jika mempunyai anak, harta itu tetap 

merupakan kesatuan dibawah asuhan janda yang tidak 

dibagi-bagi. Janda berhak menahan hasil dari suaminya 

jikalau dan sekedarserta selama barang asal itu sungguh-

sungguh diperlukan olehnya untuk keperluan 

nafkahnya. Janda mendapat bagian atau menuntut 

sebesar bagian anak di dalam keadaan terpaksadiadakan 

pembagian dengan anak, misalnya janda kawin lagi, 
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anak minta sebagian untuk modal berusaha dan 

sebagainya. 

Ada 2 syarat untuk janda guna untuk mendapat 

kedudukan sebagai ahli waris yaitu: janda harus telah 

hidup bersama dan mengikuti suka duka dalam 

keluarga dan janda yang di tinggal suami telah 

menunjukan sikap atau cenderung memutuskan 

hubungan dengan keluarga suami, juga tidak segera 

menikah atau pada umunya tidak menelantarkan anak-

anaknya. 

3) Tentang kedudukan anak angkat dan anak tiri68 

Menurut hukum adat di Jawa anak angkat adalah 

bukan ahli waristerhadap orangtua yang mengangkat, 

melainkan ia mendapat keuntungan atau hasil sebagai 

anggota rumah tangga. Juga setelah orang tuanya 

meninggal dunia hak tersebut berjalan terus dan harus 

dipenuhi, walaupun bagian gono-gini tidak mencukupi 

dari harta yang harus diberikan, andaikan orng tua 

angkatnya mempunyai anak kandung. Dalam bukunya 

Soepomo pada bab tentang Hukum Adat, sebelum 

perang dunia ke II memberi pelajaran bahwa anak tiri 

tidak berhak atas waris bapak tirinya, tapi ia ikut 

mendapatkan penghasilan dari bagian harta peninggalan 

bapak tirinya yang diberikan kepada ibunya sebagai 

nafkah janda. 

3. Sistem Keturunan 

Secara teoritis sistem keturunan itu dapat dibedakan 

dalam tiga corak, yaitu:  

a. Sistem Patrilinial, yaitu sistem keturunan yang ditarik 

menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih 
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menonjol pengaruhya dari kedudukan wanita di dalam 

pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, 

Seram, Nusa Tenggara, Irian). 

b. Sistem Matrilinial, yaitu sistem keturunan yang ditarik 

menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih 

menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam 

pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor). 

c. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan 

yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut 

garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan 

wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, 

Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan 

lain-lain).69 

4. Sistem Kewarisan 

Dilihat dari orang yang mendapatkan warisan 

(kewarisan) di Indonesia terdapat tiga macam sistem, yaitu 

sistem kewarisan kolektif, kewarisan mayorat, dan 

kewarisan individual. Di antara ketiga sistem kewarisan 

tesebut pada kenyataannya ada yang bersifat campuran. 

a. Sistem Kolektif 

Apabila para waris mendapat harta peninggalan 

yang diterima mereka secara kolektif (bersama) dari 

pewaris yang tidak terbagi secara perseorangan, maka 

kewarisan demikian disebut kewarisan kolektif. 

Menurut sistem kewarisan ini para ahli waris 

tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, 

melainkan diperbolehkan untuk memakai, 

mengusahakan atau mengolah dan menikmati hasilnya. 
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(Minangkabau:“ganggambauntui”).70Pada 

umumnya sistem kewarisan kolektif ini terhadap harta 

peninggalan leluhur yang disebut “harta pusaka”, berupa 

bidang tanah (pertanian) atau barang-barang pusaka, 

seperti tanah pusaka tinggi, sawah pusaka, rumah gadang, 

yang dikuasai oleh Mamak kepala waris dan digunakan 

oleh parakemenakan secara bersama-sama. Di Ambon 

seperti tanah dati yang diurus oleh kepala dati, dan di 

Minahasa terhadap tanah “kalakeran” yang dikuasai oleh 

Tua Unteranak, Haka Umbana atau Mapontol,yang di masa 

sekarang sudah boleh ditransaksikan atas persetujuan 

anggota kerabat bersama. 

b. Sistem Mayorat 

Apabila harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan 

hanya dikuasai anak tertua, yang berarti hak pakai, hak 

mengolah dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya 

oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus 

dan memelihara adik-adiknya yang pria dan wanita 

sampai mereka dapat berdiri sendiri, maka sistem 

kewarisan tersebut disebut “kewarisan mayorat”. Di daerah 

Lampung beradat pepadun seluruh harta peninggalan 

dimaksud oleh anak tertua lelaki yang disebut “anak 

punyimbang” sebagai “mayorat pria”. Hal yang sama juga 

berlaku di Irian Jaya, didaerah Teluk Yos Sudarso 

Kabupaten Jayapura. Sedangkan didaerah Semendo 

Sumatera Selatan seluruh harta peninggalan dikuasai 

oleh anak wanita yang disebut “tunggu tubing” 

(penunggu harta) yang didampingi“paying 

jurai,sebagai“mayorat wanita”.71 
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c. Sistem Individual 
Apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat 

dimiliki secara perorangan dengan “hak milik”, yang berarti 
setiap waris berhak memakai, mengolah dan menikmati 
hasilnya atau juga mentransaksikannya, terutama setelah 
pewaris wafat, maka kewarisan demikian disebut 
“kewarisan individual”. Sistem kewarisan ini yang banyak 
berlaku di kalangan masyarakat yang parental, dan 
berlaku pula dalam hukum waris barat sebagaimana 
diatur dalam KUH Perdata (BW) dan dalam Hukum 
Waris Islam.72 

5. Hak dan Kewajiban Ahli Waris Adat 
Peristiwa hukum adalah peristiwa yang 

menimbulkan hak dan kewajiban, maka dari itu dengan 
adanya pewarisan secara hukum adat tentu akan 
menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing 
masyarakat adat juga mempengaruhi hak dan kewajiban 
seperti pada pembahasan sebelumnya. Ahli waris yang 
pada sistem masyarakat yang mayorat seperti pada 
masyarakat Lampung mempunyai hak untuk menikmati 
harta warisan yang tidak terbagi-bagi itu hanya dikuasai 
oleh anak tertua, dan ia berkuasa untuk mengusahakan 
sebagai sumber kehidupan baik untuk pribadi, bersama 
keluarga, atau untuk adik-adiknya.73 

Berbeda dengan hak ahli waris lain yang terdapat 
padamasyarakat Jawa dengan sistem individual, dimana 
harta peninggalan si pewaris dibagikan kepada masing-
masing ahli warisannya. Sehingga ahli waris berhak 
memakai, mengolah dan menikmati hasilnya. 

Berbeda pula dengan sistem kewarisan yang bersifat 
kolektif seperti di Minangkabau, yaitu harta warisan itu 
merupakan harta pusaka milik dari suatu keluarga. Harta 
peninggalan hanyadapat dipakai saja oleh segenap warga 
keluarga yang bersangkutan, dan tidak dapat dimiliki oleh 

                                                           
72 Hilman Hadi Kusuma, Pengantar Ilmu Hukum..…,hlm.213. 
73

 Muhammad Ali As-Sahbuni, Hukum Waris Dalam Syariat Islam, (Bandung: 

CV Diponegoro, 1995), hlm. 49. 



43 
 

 

seluruh warga keluarga secara individual. 
Selain hak atas harta warisan terdapat juga 

kewajiban ahli waris atas harta warisan yang juga berbeda 
tergantung daerahnya. Kewajiban utama ahli waris di 
daerah Lampung adalah menjaga dan memelihara 
keutuhan harta warisan, mengusahakan harta warisan 
untuk kelangsungan hidupnya dan adik-adiknya. Ahli 
waris di daerah Tapanuli, Kalimantan, dan Bali 
mempunyai hak dan kewajiban membayar hutang pewaris 
asal saja penagih hutang itu memberitahukan haknya 
kepada ahli waristersebut. Dan juga menyelenggarakan 
upacara mayat serta menguburkan.74 
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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN 

A. Sejarah Pekon Negeri Sai Batin 

Penduduk pribumi Lampung secara historis-kultural 

terbagi dalam dua komunitas besar, yaitu Pepadun dan Sai 

Batin (pesisir).75 Muhammad Aqil Irham meminjam 

terminology Nisbet, menentukan tipologi kedua komunitas 

tersebut.76 Menurutnya, tipologi masyarakat Sai Batin dalam 

menentukan status seseorang lebih cenderung mencerminkan 

komunitas yang didasarkan atas ascribed status and tradition 

(status yang diwariskan dalam koridor tradisi), dan achieved 

status nad contractbagi masyarakat adat Pepadun memiliki ciri 

di mana status seseorang diukur dari prestasi dan ditentukan 

oleh kontrak sosial dalam sidang kerapatan Perwatin. Selain 

itu, kedua masyarakat adat ini memiliki sistem 

kepemerintahan tersendiri. Sistem pemerintahan pada 

masyarakat adat Sai Batin bersifat aristokratis, sedangkan 

masyarakat adat Pepadun lebih kental demokratis.77 

Meskipun demikian, secara prinsip kedua marga ini 

konsisten, teguh dan taat dalam memegang nilai-nilai adat dan 

budaya warisan leluhur mereka. Warisan leluhur ini tidak 

hanya berorientasi profane semata, tetapi sakralitas 

pelaksanaanya diaplikasikan dalam kehidupan dan menjadi 

falsafah hidup Ulun Lampung, yaitu Piil Pesenggiri. 
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Secara Genelogis masyarakat adat Lampung merupakan 

masyarakat penganut sistem kekeluargaan patrilinial yang 

terbagi-bagi dalam masyarakat seketurunan menurut Poyang 

asalnya masing-masing yang disebut buway. Misalnya Buway 

Nunyai, Buway Unyi, Buway Subing, Buway Bolan, Buway 

Menyarakat, Buway Tambapupus, Buway Nyerupa, Buway 

Belunguh dan sebagainya. Setiap ke-buway-an itu terdiri dari 

berbagai Jurai dari ke- buway-an, yang terbagi-bagi pula dalam 

beberapa kerabat yang terikat pada satu kesatuan rumah asal 

(nuwou tuhou). Kemudian dari rumah asal itu terbagi lagi 

dalam beberapa rumah kerabat (nuwou balak). Ada kalanya 

buway-buway itu bergabung dalam satu kesatuan yang 

disebut Paksi.78 

B. Letak Geografis Iklim 

Desa Cahaya Negeri merupakan salah satu desa dalam 

wilayah kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat Lampung. 

Secara administratif, wilayah Desa Cahaya Negeri memiliki 

batas sebagai berikut : 

Sebelah Utara       : Berbatasan dengan desa Malaya 

Sebelah Selatan    : Berbatasan dengan desa Lemong 

Sebelah Timur      : Berbatasan dengan Suka Mulya 

Sebelah Barat       : Berbatasan dengan Bibir Pantai ( 

Laut) 

Luas wilayah Pekon Cahaya Negeri mencapai 2.774 

hektare. Terdiri dari lahan pemukiman 47 hektare, lahan 

persawahan atau pertanian 110 hektare, lahan perkebunan 397 

hektare. Pekon Bumi Agung berada di ketinggian 250 meter di 
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atas permukaan laut, dengan suhu 27 derajat celcius, 

maksimum 32 derajat celcius.79    

 

C. Jumlah Penduduk 

Faktor utama yang sangat menentukan dalam proses 

pertumbuhan dan perkembangan kota adalah faktor manusia 

dan kegiatannya serta pola pergerakan manusia. Ketiga faktor 

tersebut secara fisik termanifestasikan kepada perubahan akan 

tuntutan kebutuhan ruang. Pertumbuhan dan perkembangan 

kota dipengaruhi oleh faktor manusia yang menyangkut 

kelahiran, kematian, adanya migrasi, perkembangan tenaga 

kerja dan lain sebagainya.80 

1. Keadaan Penduduk 

Adapun jumlah penduduk Pekon Cahaya Negeri 

adalah 522 jiwa, terdiri dari 232 laki-laki dan 213 perempuan. 

Adapun sebarannya sebagai berikut; 195 jiwa tinggal di 

Lubuk Sukun, 130 jiwa di Suka Marga, dan 197 jiwa di 

Batu Kebayan. 

TABEL 1.1 

JUMLAH PENDUDUK 

NO DUSUN KK LK PR JIWA 

1 Dusun I 37 100 58 195 

2 Dusun II 30 32 58 130 

3 Dusun III 47 100 97 197 

Jumlah 114 232 213 522 

Sumber Data: Kantor Desa Cahaya Negeri Tahun 2019 

TABEL 1.2 

                                                           
79Muhammad Aqil Irham, “Lembaga Perwatin Dan Kepunyim bangan Dalam  
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JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN USIA 

NO Jumlah Penduduk Berdasarkan 

Usia  

Jumlah 

1 USIA 0-4 Tahun 49 

2 USIA 5-14 Tahun 76 

3 USIA 15-39 Tahun 157 

4 USIA 40-64 Tahun 117 

5 USIA 65-100 Tahun 46 

Sumber Data: Kantor Desa Cahaya Negeri Tahun 2019 

D. Sarana dan Prasarana 

Pendidikan sebagai prioritas utama dari pembangunan 

berkembang baik di Desa Cahaya Negeri. Pendidikan perlu 

ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai pada 

umumnya, prasarana pendidikan berupa gedung-gedung 

sekolah yang ada mulai dari TK sampai Pondok Pesantren.81 

Namun di Desa Cahaya Negeri Kecamatan Lemong Kabupaten 

Pesisir Barat, sarana pendidikan belum semuanya memadai. 

Untuk lebuh jelasnya bisa dilihat dibawah ini. 

TABEL 1.3 

SARANA DAN PRASARANA 

NO SARANA DAN PRASARANA VOLUME 

1 Masjid 1 Unit 

2 Musholah 2 Unit 

3 Taman Kanak-kanak 1 Unit 

4 TPQ 1 Unit 

5 TPU 2 Unit 

6 Sungai 2 Unit 

7 Lapangan Badminton 1 Unit 

8 Lapangan Volly 1 Unit 

9 Posyandu 1 Unit 
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10 Kantor Desa 1 Unit 

11 Poskesdes 2 Unit 

12 Kendaraan Dinas 1 Unit 

13 Pos Kamling 3 Unit 

14 Plat Deuker 5 Unit 

Sumber Data: Kantor Desa Cahaya Negeri Tahun 2019 

Dari tabel diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa 

sarana pendidikan yang ada di Desa Cahaya Negeri belum 

memadai.82  

E. Pendidikan dan Agama 

Pada umumnya pendidikan di Desa Cahaya Negeri 

tergolong masih kurang, hal ini dapat dilihat dari sarana 

pendidikan yang tersedia. Hal ini kurang eksistensi lembaga 

pendidikan adalah salah satu wadah untuk menambah ilmu 

pengetahuan untuk menjadi manusia yang berilmu 

pengetahuan untuk menjadi manusia yang berilmu 

pengetahuan yang bisa hidup mandiri, terampil dan mampu 

bersaing dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. Oleh karena itu tanpa adanya fasilitas yang 

memadai, tenaga pengajar yang berpotensi, maka pendidikan 

tidak akan maju. 

Keanekaragaman penduduk dapat dilihat dari adpek 

keagamaan. Mayoritas penduduk di Desa Cahaya Negeri 

memeluk agama Islam, sedangkan pemeluk agama lain seperti 

Kristen, Hindu, Khatolik, Budha, dan Khonghucu tidak ada (di 

Desa Cahaya Negeri).83    

F. Mata Pencaharian Masyarakat 

Mata pencaharian penduduk yang ada di daerah 

penelitian sangat berpariasi. Komposisi penduduk menurut 

mata pencaharian dapat memberi gambaran mengenai pola 
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perekonomian wilayah secara umum dapat menggambarkan 

berbagai jenis kegiatan perekonomian penduduk. Berdasarkan 

data yang ada mata pencaharian di daerah penelitian antara 

lain Petani, Buruh, Bidan, PNS dan Nelayan.84 Adapun jumlah 

penduduk menurut mata pencaharian dapat di lihat pada. 

 

TABEL 1.4 

PEKERJAAN 

NO PEKERJAAN JUMLAH 

1 PETANI                    120 Orang 

2 BIDAN                    2 Orang 

3 PNS                    7 Orang 

4 NELAYAN                    123 Orang 

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Cahaya Negeri Tahun 2019 

  Berdasarkan data diatas bahwa jumlah penduduk 

yang bekerja dalam sektor pertanian dan nelayan di daerah 

penelitian adalah terbanyak di karenakan iklim dan cuaca serta 

kesuburan tanah yang terdapat di desa Cahaya Negeri 

sangatlah subur dan mendukung bagi masyarakat, hal ini 

bearti di daerah penelitian merupakan daerah yang 

perkebunan dan nelayan yang menjadi mata pencaharian 

terbanyak. 

G. Struktur Pemerintahan Desa  

1. Struktur Pemerintahan Desa 

TABEL 1.5 

STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA 

NO NAMA JABATAN PENDIDIKA

N 

KET 

1 NEKI ZEDWIN Kepala Desa SMA Sejak 2018 

2 ARYULIN. C Juru Tulis SMA Sejak 2018 
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3 ZAMMIR Kaur Keuangan SMA Sejak 2018 

4 ZAMRONI Kaur Perencanaan SMA Sejak 2018 

5 PRADA 

UTAMA 

Kaur ADM/ 

Umum 

S1 Sejak 2018 

6 FARIZAN NIP Kasi 

Pemberdayaan 

SMA Sejak 2018 

7 LESA FITRIA Kasi 

Pembangunan 

SMA Sejak 2018 

8 Evan Ronaldo Kasi Pemerintahan SMA Sejak 2018 

9 Epri yanto Pemangku I SMA Sejak 2018 

10 FITRIANA.S Pemangku II SMA Sejak 2018 

11 AHD.ARIF. A Pemangku III S1 Sejak 2018 

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Cahaya Negeri Tahun 2019   

2. Lembaga Himpunan Pekon/Desa 

TABEL 1.6 

LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN 

N

O 

NAMA JABATA

N 

PENDIDIKA

N 

KETERANGA

N 

1 BAGUSTI.W Ketua SMA Sejak 2018 

2 MAULIDIL.

A 

Wakil 

Ketua 

SMA Sejak 2018 

3 NETI 

HERNITA 

Sekretaris SMA Sejak 2018 

4 A.WIDODD

O 

Anggota  SMA Sejak 2018 

5 RZKY.A Anggota  SMA Sejak 2018  

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Cahaya Negeri Tahun 2019  

TABEL 1.7 
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LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA 

NO NAMA LEMBAGA JUMLAH KEPENGURUSAN 

1 LPMD 1 10 Orang 

2 PKK 1 20 Orang 

3 KARANG TARUNA 1 5 Orang 

4 POSYANDU 1 5 Orang 

5 LEMBAGA ADAT 1 5 Orang 

6 GOTONG ROYONG 1 5 Orang 

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Cahaya Negeri Tahun 2019  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.  HASIL PENELITIAN 

1.  Penelitian Ahli Waris Adat Lampung Saibatin 

Lampung khususnya Pesisir Barat merupakan salah satu 

masyarakat patrilineal dengan sistem pewarisan mayorat, yaitu 

menjadikan anak laki-laki tertua sebagai pemimpin, pengatur, 

dan pengurusan harta warisan pewaris. Pembagian harta 

warisan bagi masyarakat Adat Lampung dilakukan dengan 

dua cara yaitu penunjukan dan penerusan. Cara penunjukkan 

dilakukan orang tua sebagai pewaris yang memberikan harta 

ke anak laki-laki tertua sebagai ahli waris.85 Anak laki-laki 

sebagai pewaris untuk dan berhak menguasai harta warisan 

yang ditunjuk langsung oleh   orang   tua   atau   pewaris   yang 

masih hidup. Seluruh   anak dikumpulkan  dalam   pembagian 

harta   warisan   secara penunjukan. Sedangkan dengan cara 

penerusan dalam   masyarakat   Adat   Lampung   dilakukan 

setelah orang tua  atau pewaris   berumur lanjut. Pengalihan 

atau penerusan harta warisan   adalah   dasar   kebendaan  

dengan   tujuan  melanjutkan   hidup  anak   yang bangun 

rumah tangga baru. 

Lampung merupakan salah satu masyarakat patrilineal 

dengan sistem pewarisan mayorat. Pada masyarakat adat 

lampung menjadikan anak laki-laki tertua sebagai pemimpin, 

pengatur, dan pengurusan harta warisan pewaris. Masyarakat 

adat Suku Sai Batin Lampung mayoritas memeluk agama Islam 

dan dinominasi oleh budaya patriarki. Namun dalam hal 

pembagian waris, masyarakat adat setempat lebih cenderung 

memilih menggunakan adat istiadat, bukan berdasarkan ajaran 
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agama Islam.86 Padahal jelas-jelas hukum Islam sangat 

melindungi hak dan kedudukan perempuan. Dalam adat yang 

berlaku di tengah masyarakat Suku Sai Batin Lampung, 

diketahui bahwa hanya anak laki-laki tertua saja yang berhak 

menjadi ahli waris. Sementara anak perempuan dan anak laki-

laki yang lain tidak memiliki hak sebagai ahli waris. Lalu apa 

sebenarnya yang menjadi alasan masyarakat Suku Sai Batin 

lebih memilih pembagian waris secara adat ketimbang 

menggunakan cara Islam. 

Syamsulbahri Salihima mengutip pendapat Soerjono 

Soekanto menjelaskan, penegakan hukum itu berasal dari 

masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di 

dalam masyarakat. Oleh karenanya masyarakat sendiri yang 

yang dapat memengaruhi tegak atau tidaknya suatu hukum.87 

Menurut Syamsulbahri, untuk mengetahui budaya masyarakat 

terhadap penegakan hukum khususnya mengenai hukum 

kewarisan Islam, maka dapat dilihat dari kebiasaan masyaakat 

muslim dalam menyelesaikan perkara kewarisannya di 

penghulu adat atau secara kekeluargaan. Adapun yang ke 

Pengadilan hanya yang mengetahui dan memahami tata cara 

penyelesaian sengketa sesuai hukum.88 

Zamroni, Tokoh Adat setempat menjelaskan, alasan 

masyarakat adat setempat tetap    menjunjung tinggi adat 

dalam menyelesaikan persoalan waris, karena sudah menjadi 
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kebiasaan dari nenek moyang. Menurutnya, masyarakat tidak 

bisa berbuat banyak selain melanjutkan apa yang sudah 

dilakukan para orangtua terdahulu. Hal ini juga menurut 

Zamroni untuk melestarikan budaya yang sudah ada. 

Terlebih lagi sanksi sosial bagi masyarakat yang tidak 

tunduk pada adat  cukup berat.89 Anak laki-laki tertua 

diberikan keistimewaan menjadi ahli waris tunggal menurut 

Zamroni sesuai dengan tanggungjawab yang diemban. Di 

mana, anak laki-laki tertua tersebut bertanggungjawab penuh 

dengan keluarga  besarnya, adik-adiknya, hingga mereka 

dewasa dan berkeluarga secara mandiri.  Diakui Zamroni, tidak 

semua anak laki-laki tertua amanah dalam menjalankan 

kewajibannya. Tidak sedikit harta peninggalan orangtua, 

dihabiskan oleh anak laki-laki tertua untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya dan keluarga kecilnya. Sedangkan adik-

adiknya dilepas begitu saja mencari  penghidupan sendiri. 

Namun hal ini menurut Zamroni tidak bisa disamaratakan, 

karena banyak juga anak tertua laki-laki yang betul-betul 

amanah dalam menjalankan kewajibannya. Zamroni 

menjelaskan, apa yang dilakukan masyakarat adat Suku Sai 

Batin Lampung itu sudah mendarah daging. Tujuannya sangat 

mulia, yakni untuk menjaga harta warisan orangtua.90 Secara 

sepintas nampak seakan-akan tidaklah adil sistem pembagian 

warisan dengan sistem ini, baik itu dari segi materiil maupun 

dari segi moril. Namun sebenarnya dari segi moril anak laki- 

laki tertua akan sangat rugi dan justru saudara-saudaranya 

yang lain yang tidak dapat warisan tersebut yang beruntung. 

Hal ini disebabkan, karena anak laki- laki tertua tersebut di 

samping mendapatkan anugerah haknya, yaitu hak waris harta 
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pusaka tinggi, ia juga dibebani banyak kewajiban. Di antara 

kewajiban yang ia pikul adalah begitu anak laki-laki tersebut 

menikah maka seluruh  tanggung jawab ayahnya baik ke luar 

atau pun ke dalam, beralih kepada si anak laki-laki tertua 

tersebut. Misalnya, kegiatan keluar adalah guwai adat (pesta 

adat), menghadiri undangan perkawinan, kematian, membayar 

iuran adat (pajak adat/denda adat) membantu mendirikan 

rumah, menanam padi, menuai padi, menanam pohon-pohon 

di perkebunan, dan lain-lain.  

Pada intinya anak laki-laki tertua tersebut akan menjadi 

wakil dari keluarganya untuk segala kegiatan yang bersifat 

keluar baik mengenai keluarga     ataupun biaya.91 Kebiasaan ini 

masih berlaku sampai sekarang di dalam masyarakat  adat 

Suku Sai Batin Lampung, karena peran anak tertua laki-laki 

dianggap penting untuk bertanggung jawab pada keluarganya. 

Sebagai contoh tanggung jawabnya anak laki-laki tertua adalah 

bertanggung jawab untuk mencukupi seluruh kebutuhan 

keluarga besarnya. Tidak hanya keluarga intinya, anak laki-

laki tertua juga berkewajiban mengurus orang tuanya yang 

masih hidup, mengurus dan membiayai segala keperluan adik-

adiknya, mulai dari membiayai makan, membelikan pakaian, 

membayar uang sekolah, sampai adiknya tersebut dewasa. 

Terkait penerapan pembagian waris adat ini, 

masyarakat adat Sai Batin terpecah menjadi dua kelompok. 

Ada yang masih mendukung dan menerima pembagian waris 

dengan cara adat, namun ada juga yang menolak dan memilih 

dengan cara Islam. 

Meski mayoritas masyarakat adat Sai Batin khususnya 

di Pekon Cahaya Negeri, Kecamatan Lemong, Kabupaten 

Pesisir Barat, beragama Islam, namun dalam praktiknya, dalam 

hal pembagian waris, sebagian besar masyarakat adat Sai Batin 
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lebih memilih melanjutkan kebiasaan pendahulu mereka yakni 

dengan cara adat. Di mana, hanya anak laki-laki tertua saja 

yang me warisi harta peninggalan orangtuanya, tetapi dengan 

dibebani kewajiban  memperlakukan keluarga bapaknya seperti 

keluarganya sendiri.92 

Menurut Syamri Hakim, masyarakat setempat tidak ada 

pilihan lain selain melanjutkan adat istiadat yang telah 

ditanamkan para leluhur terdahulu. Anak perempuan dan 

anak laki-laki yang bukan anak pertama sudah maklum jika 

mereka tidak berhak mendapatkan harta waris.93 

”Bagi sikam, tekhima khaya api sai khadu niwarisko hulun 

tuha termasuk cakha pembagian waris adat kham Lampung, mak 

dapok tikhubah. Sistemna khadu berjalan. Kikham mak nutuk cakha, 

nanti jadi kecawaanni khuppok”94 

Artinya: ”Bagi kami (masyarakat adat), tidak ada pilihan 

lain selain menerima apa yang sudah diwariskan orangtua, 

termasuk cara pembagian waris berdasarkan adat Lampung, 

tidak bisa diubah lagi. Sistemnya sudah berjalan. Kalau kita 

tidak mengikuti adat istiadat yang berlaku, nanti akan menjadi 

bahan omongan orang lain.” 

Namun dalam praktiknya lanjut Syamri, anak 

perempuan dan anak laki-laki yang bukan anak pertama sama-

sama mendapatkan bagian. Tergantung kebijakan dari anak 

tertua. Gurti mencontohkan, dalam keluarga besarnya semua 
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anak mendapatkan hak yang sama dengan anak laki-laki. 

“Pekhnah sikam sang keluarga jual lamban peninggalan ulun 

tuha. Uang hasil jual lamban jina kemudian tibagi khua. Setengah 

bagian untuk ahli waris, yakni anak bakas sai tuha, sedangkan 

setengah bagian lagi tibagi khata sikam enom muakhi sai babbai.”95 

Artinya: ”Suatu waktu keluarga besar kami pernah 

menjual rumah peninggalan orangtua. Uang hasil jual rumah 

tadi kemudian dibagi dua. Setengah bagian untuk anak laki-

laki tertua sebagai ahli waris, dan setengah bagian lagi dibagi 

rata untuk saudaranya ahli waris termasuk yang 

perempuan…” 

Menurut Gurti pembagian dengan cara adat ini tetap 

menjunjung tinggi keadilan gender. Sebab hak-hak keluarga 

beserta anak-anak yang belum nikah menjadi tanggung jawab 

anak tertua laki-laki. Pembagian waris adat ini tidak hanya 

tetap mendapat dukungan dari kalangan tokoh adat, 

penyelenggara adat, dan tetua adat, tetapi juga dari masyarakat 

kalangan abangan yang sehari- harinya bekerja sebagai petani 

di lahan perkebunan.96 

Selain sudah menjadi warisan adat turun menurun dari 

nenek moyang, masyarakat abangan ini juga beralasan, 

dukungan terhadap adat lokal setempat sebagai salah satu cara 

untuk melestarikan adat. Jika tidak, maka dapat dipastikan 10 

atau 20 tahun lagi adat istiadat warisan nenek moyang akan 

hilang. 

                                                           
95

Syamri Hakim, Tokoh Adat yang juga Raja Pekon Cahaya Negeri,   

Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, interview Pribadi, pada tanggal 9 Juli 

2022. 
96 Meminjam istilah yang dipakai Clifford Geertz, pengarang buku The 

Religion of Java, yang diterjemahkan ASW AB Mahasin dalam bahasa Indonesia 

dengan judul Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa, dalam 

mengelompokkan masyarakat Jawa di Mojokuto. 
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“Selama hijjo kham lahikh khik khittok di pekon. Jadi, sebagai 

penunggu pekon, walaupun lain anak tuha, semaksimal mungkin 

kham berupaya nguyunko adat sai watna di pekon”.97 

Artinya: ”Selama ini kami lahir dan berkeluarga serta 

menetap di kampung. Jadi sebagai penunggu kampung, 

walaupun bukan anak yang tertua, semaksimal mungkin 

menjaga kelestarian adat yang berlaku di kampung.” 

Jika dilihat dari segi pendidikan, masyarakat adat Sai 

Batin yang masih setuju dengan pembagian waris berdasarkan 

hukum adat setempat adalah mayoritas lulusan SD, SMP dan 

SMA. Dalam sehari-harinya mereka bekerja sebagai petani 

kebun dan sayur. Pagi berangkat ke kebun, sore harinya baru 

pulang. Berinteraksi dengan masyarakat sekitar hanya 

dilakukan saat ada acara- acara formal, semisal selamatan 

rumah, sunatan, pernikahan, atau acara adat yang lain. 

Pendidikan agama mereka juga termasuk minim, hanya 

sebatas belajar mengaji Al-qur’an di surau atau masjid yang 

diajarkan guru ngaji. Untuk pengetahuan agama seperti 

muamalah, pembagian waris secara Islam, dan sebagainya, 

hampir dapat dipastikan kalangan abangan ini sangat  

tertinggal.  

Khairil Anwar,  Toko Agama (Pemilik Pondok Pesantren 

Nurul Huda) Pekon Cahaya Negeri, Kecamatan Lemong, 

Kabupaten Pesisir Barat menduga, pembagian waris secara 

adat yang diterapkan masyarakat adat Sai Batin Lampung 

selama ini, merupakan peninggalan penjajahan Belanda.98 

Pembagian waris yang bertolak belakang dari agama Islam 

tersebut, diyakini Bapak Khairil Anwar sebagai upaya 

                                                           
97Zammir, Warga Masyarakat Pekon Cahaya Negeri, Kecamatan Lemong, 

Kabupaten Pesisir Barat, Interview Pribadi, pada tanggal 10 Juli 2022. 
98Khairil Anwar,  Toko Agama (Pemilik Pondok Pesantren Nurul Huda) 

Pekon Cahaya Negeri, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, Interview 

Pribadi, pada tanggal 10 Juli 2022. 
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intervensi Belanda terhadap tatanan hidup masyarakat yang 

masuk melalui budaya dan adat, termasuk di Lampung. 

Upaya Belanda ini sudah sangat tersistem, dan dalam jangka 

cukup panjang. Sehingga masyarakat meyakini bahwa budaya 

tersebutlah yang benar. Padahal, agama Islam sudah sangat 

jelas dan tegas mengatur soal pembagian waris. Bagian-bagian 

yang didapat para ahli waris juga sangat jelas. Efeknya, tidak 

semua masyarakat dapat mengelola harta yang ditinggalkan 

para muwaris dengan benar. 

Khairil Anwar menduga minimnya pemahaman agama 

masyarakat adat setempat sehingga banyak masyarakat yang 

masih tetap menggunakan adat dalam pembagian waris, bukan 

secara agama Islam. Terkait ancaman Allah sebagaimana 

tertulis dalam Surah An-Nisa ayat 14, di mana Allah SWT. 

mengancam akan memasukkan orang-orang yang tidak patuh 

dengan keputusan Allah SWT. dan Rasulullah SAW. ke dalam 

neraka, menurut Khairil Anwar hal itu menjadi pekerjaan 

rumah semua pihak untuk menyampaikan kepada masyarakat. 

Ia yakin banyak masyarakat yang tidak tahu akan hal ini 

karena minimnya pengetahuan agama, sehingga masih 

melakukan yang sudah menjadi kebiasaan para pendahulu 

meski terang-terangan bertentangan dengan ketetapan Allah. 

Untuk bisa memberikan pemahaman kepada 

masyarakat adat terkait pembagian harta waris yang benar, 

yakni secara Islam, menurut Khairil Anwar membutuhkan 

waktu yang cukup panjang. Sebab, selama ini masyarakat adat 

telah terdoktrin, bahwa pembagian waris secara adatlah yang 

benar, bukan dengan cara lain. Untuk itu, dia berharap 

pemerintah setempat bekerjasama dengan pihak akademisi, 

mahasiswa dan organisasi-organisasi masyarakat (ormas) 

Islam menyosialisasikan pengetahuan agama Islam di tengah-

tengah masyarakat. Sehingga wawasan dan ilmu agama 

masyarakat adat Sai Batin bertambah. Seiring dengan 
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bertambahnya wawasan keagamaan masyarakat, maka makin 

terbuka juga peluang masyarakat membudayakan ajaran-

ajaran Islam dalam kehidupannya sehari-hari. 

Syamri Hakim berpendapat, sepanjang masyarakat adat 

setempat sama- sama sepakat menjalankan hukum adat tidak 

masalah.99 Dan yang terpenting menurut Syamri, tidak ada 

sengketa, menjunjung tinggi keadilan dan tetap menjaga 

persaudaraan. Yang paling tinggi dalam menerapkan hukum 

itu menurut Syamri adalah maslahat. Terkait keputusan adat 

yang menetapkan hanya anak tertua laki-laki saja yang 

menjadi satu-satunya ahli waris, menurut Syamri sepanjang 

tidak ada sengketa dan berpijak pada maslahah tidak menjadi 

soal. Menurutnya, adil tidak harus sama. Anak tertua diberikan 

wewenang mewarisi seluruh harta peninggalan orangtua 

dinilai sangat pantas, terlebih mengingat beban dan tanggung 

jawab anak laki-laki tertua yang cukup berat yakni memenuhi 

seluruh kebutuhan adik-adiknya hingga mereka dewasa dan 

menikah. 

”Memang adatjo melamon kelemahanna. Salah satuna 

tentang pembagian waris. Khadu seharusna masyarakat kham tunduk 

khik patuh dengan cara hukum Islam dalam pembagian waris. Sebab, 

cakha Islam jauh lebih adil ketimbang cakha adat. Unyinni anak 

tihitung sebagai ahli waris. Bida jama adat, sai halok berpihak jama 

anak tuha bakas gawoh.”100 

Artinya: “…Selama ini adat banyak kelemahannya. 

Salah satunya terkait pembagian waris. Sudah seharusnya 

masyarakat kita tunduk dan patuh dengan cara hukum Islam 

dalam pembagian waris. Sebab, dengan cara Islam jauh lebih 

adil ketimbang cara adat. Semua anak dihitung sebagai ahli 

                                                           
99Syamri Hakim, Tokoh Adat yang juga Raja Pekon Cahaya Negeri,   

Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, interview Pribadi, pada tanggal 9 Juli 
2022. 

100Wawan, masyarakat Pekon Cahaya Negeri yang merantau di Jakarta,  
Interview Pribadi, tanggal 20 juli Agustus . 
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waris. Beda dengan adat, yang hanya berpihak pada anak laki-

laki tertua saja…” 

Hal yang sama diungkapkan masyarakat adat Sai Batin, 

dari kalangan milenial, Ahmad Fauzan. Menurutnya, dengan 

berkembangnya ilmu dan pengetahuan, serta majunya 

teknologi informasi seharusnya hukum adat juga mengikuti. 

Menurut Fauzan, hukum waris adat memiliki banyak 

kelemahan. Di antaranya tidak menjunjung tinggi keadilan, 

khususnya terhadap  perempuan. 

“Ya, dengan berkembangni ilmu pengetahuan, kham dapok 

ngeliak bahwa cakha adat melamon kelemahanna, khik sebaikna adat 

seiring jama tuntunan di lom alquran. Hinno mungkin garis 

besarna.”101 

Artinya: “…Ya dengan berkembangnya ilmu 

pengetahuan kita bisa melihat bahwa cara adat itu banyak 

kelemahannya dan sebaiknya adat itu seiring denga tuntunan 

yang ada dalam alquran...itu garis besar nya mungkin...” 

Pembagian waris adat juga dinilai diskriminatif 

terhadap kaum perempuan. Di mana kaum perempuan sama 

sekali tidak mendapatkan harta waris dari muwaris. Yanda 

Juliansa102, warga Pekon Cahaya Negeri, Kec. Lemong, Pesisir 

Barat, pembagian waris secara adat memiliki banyak 

kelemahan. Di antaranya, kaum perempuan tidak memiliki hak 

sebagai ahli waris. Hal ini menurut Yanda sangat bertentangan 

dengan Alqur’an dan Al-Hadis. 

”Pembagian waris secara adat melamon kelemahanna. Babai 

sai khadu khittok khik nutuk inggomna mawat massa waris jak ulun 

tuhana. Cakha hijjo mawat lagi cocok untuk jaman tanno. Seharusna 

                                                           
101Ahmad Fauzan, warga pekon Cahaya Negeri, Interview Pribadi, 

tanggal  20 Juli 2022. 
102Yanda Juliansah, warga pekon Cahaya Negeri, Interview Pribadi, 

tanggal 20 Juli 2022.  
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pembagian harta waris tanno berdasarkan Islam lain lagi pakai 

adat.”103 

Artinya: “…Pembagian warisan secara adat banyak 

kelemahanya. Wanita yang sudah menikah dan ikut suaminya 

tidak lagi menerima warisan dari ortunya dan juga tidak cocok 

lagi untuk zaman sekarang, seharusny pembagian harta 

warisan sekarang harus berdasarkan Islam bukan lagi adat…” 

Yanda Juliansa menambahkan, untuk mengubah pola 

pikir dan kebiasaan masyarakat setempat yang sudah 

mengakar bertahun-tahun, membutuhkan waktu yang cukup 

lama. Paling tidak membutuhkan pemangkasan dua generasi  

ke depan. Itu pun dengan syarat, sejak dini ada pemahaman 

agama dan hukum kewarisan Islam terhadap anak-anak 

tingkat sekolah dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

dan Sekolah Menengah Atas (SMA). 

“Ki ngeliakko kondisi tanno temon sedih. Harta tuha sai 

niwarisko nenek moyang kham dengan harapan anak uppuna 

musenang, melapang, seandanan, sekhata mupakat,mawat terwujud. 

Malah ulihni harta tuha hinno, jamma muakhi jadi bermusuhan. 

Hinno penyebabna, mana anak tuha mawat menjalankan amanah. 

Harta tuha sai seharusna untuk ngukhusko keluarga besar, minak 

muakhi, sekhata adat, tisalah gunako untuk pribadi, sehingga menjadi 

polemik keluarga. Sai paling tisayangko niatni tuyuk tukhingso 

mawat tercapai, khik pahalana mawat mulang mid tiyan. Malah 

menjadi beban ni tiyan…”104 

Artinya: “Jika melihat kondisi sekarang cukup 

memprihatinkan. Harta tua yang diwariskan nenek moyang 

dengan harapan agar anak cucu mereka senang, tidak susah, 

saling membantu satu sama lain, dan terjalin persaudaraan 
                                                           

103
Yanda Juliansah, warga pekon Cahaya Negeri, Interview Pribadi, 

tanggal 20 Juli 2022.  
104

Yanda Juliansah, warga pekon Cahaya Negeri, Interview Pribadi, 

tanggal 20 Juli 2022.  
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yang erat, tidak terwujud. Justru kebalikannya, akibat harta tua 

tersebut, yang tadinya bersaudara menjadi bermusuhan. Itu 

disebabkan karena anak tertua yang menjadi ahli waris tunggal 

tidak menjalankan amanah. Harta tua yang seharusnya untuk 

keperluan keluarga besar, sanak saudara, adat, disalahgunakan 

untuk kepentingan pribadi. Sehingga hal ini menjadi polemik 

keluarga. Yang paling disayangkan, niat nenek moyang agar 

harta tua itu menjadi amal jariyah mereka tidak tercapai, justru 

menjadi beban bagi mereka. Karena ternyata harta waris 

tersebut menjadi polemic bagi keluarga.” 

 

Yanda Juliansa berharap, sejumlah pihak mulai dari 

pemerintah khususnya Kementerian Agama melalui penyuluh 

agama Islam di setiap kecamatan, para kiyai atau mubaligh, 

serta organisasi kemasyarakatan turun ke tengah masyarakat 

guna menyosialisasikan Kompilasi Hukum Islam dan Undang- 

Undang Perkawinan, khususnya terkait hukum waris Islam. Ini 

penting untuk menghindari azab Allah SWT, lantaran 

masyarakat setempat lebih memilih hukum adat yang jelas-

jelas bertentangan dengan Hukum Islam dan Hukum Negara 

dalam hal ini Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi 

Hukum Islam. 

2. Besaran Pembagian Harta Waris Pada Ahli Waris Adat 

Lampung Saibatin 

Dalam bagian ahli waris masyarakat adat Lampung 

Saibatin melakukan pembagian ahli waris dengan cara 

musyawarah dan mufakat guna mempertahankan kerukunan 

dan kekeluargaan, pembagian harta waris dalam adat 

Lampung Saibatin dapat dilakukan pada saat pewaris belum 

meninggal dunia ataupun pewaris sudah meninggal dunia 

hanya saja yang berhak menjadi ahli waris menurut hukum 

adat Lampung Saibatin tetap hanyalah anak laki-laki tertua  

atau anak laki-laki pengganti ayah menurut hukum adat 
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Lampung Saibatin karena anak laki-laki tertua yang memiliki 

peran sebagai pengatur, pemimpin dan pengurusan harta 

warisan pewaris. 

Pembagian harta waris menurut hukum adat Lampung 

Saibatin bertentangan dengan Hukum Islam karena dalam 

hukum waris adat Lampung Saibatin menganut sifat 

patrilineal, yaitu sistem kewarisan dimana anak laki-laki tertua 

yang berhak atas keseluruhan harta peninggalan dan sebagai 

penerus keturunan mereka, jadi hanya anak laki-laki yang 

mendapatkan harta waris hal ini bertentangan dengan hukum 

Islam yang mengatur pemabgian waris kepada semua ahli 

waris bapak, ibu, saudara, istri dan anak. 

Menurut masyarakat Lampung Saibatin, tujuan dari 

hukum adat yang diterapkan, yakni guna untuk menjaga harta 

warisan orang tua mereka. Dan anak laki-laki tertua akan 

menjadi wakil dari keluarganya untuk segala kegiatan yang 

bersifat pengeluaran baik itu berupa pembiayaan dalam 

keluarga atau hal lainnya. Tidak hanya keluarga inti saja yang 

menjadi tanggung jawab anak laki-laki tertua yang menerima 

harta warisan tersebut, melainkan anak laki-laki tertua 

memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengurus 

orang tuanya yang masih hidup, mengurus dan membiayai 

segala keperluan adik-adiknya, seperti membiayai makan, 

membelikan pakaian, membayar keperluan sekolah sampai 

adinya dewasa, hingga membayar hutang keluarga. 

Jika dalam sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-

laki atau tidak memiliki anak sama sekali, maka harta warisan 

orang tua hanya boleh dikelolah, namun tidak boleh di 

perjualbelikan 

Sehingga dari penjelasan dapat disimpulkan bahwa 

anak laki-laki memiliki hak kuasa 100% atau seutuhnya dalam 

harta warisan menurut adat Lampung Saibatin serta memiliki 

kewajiban dan tanggung jawab mengurus segala keperluan 
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pokok keluarganya. Dalam penelitian terhadap wawancara 

kepada 9 narasumber di desa Cahaya Negeri mengenai harta 

waris menurut adat Lampung Saibatin, bahwa anak laki-laki 

pertama yang dapat mewarisi harta warisan dikeluarganya dan 

bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya. Rata-rata 

masyarakat disana masih banyak menggunakan adat tersebut. 

9 narasumber tersebut diantaranya : 1 tokoh masyarakat, 1 

tokoh adat, 7 masyarakat yang bersangkutan.  

B. PEMBAHASAN 

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Ahli Waris Adat 

Lampung Saibatin 

Hukum Islam telah mengatur secara rinci tentang cara-

cara menentukan ahli waris yang berazaskan keadilan, antara 

kepentingan anggota keluarga dengan kepentingan agama dan 

masyarakat.105 Kehadiran hukum kewarisan Islam dengan 

sangat tegas menempatkan anak-anak, perempuan, dan laki-

laki, masing- masing memiliki hak untuk menerima bagian 

sesuai dengan ketentuan yang telah dibakukan. Pada kasus 

tertentu kaum laki-laki mendapatkan dua bagian, dan 

perempuan mendapatkan satu bagian. Lalu, mengapa bagian 

laki-laki lebih besar  daripada perempuan. 

Apabila dicermati, hukum waris Islam membagi ahli 

waris menjadi dua macam yaitu: 

a. Ahli waris Nasabiyah 

Yaitu ahli waris yang hubungan kekeluargaannya timbul 

karena ada hubungan darah. Maka sebab nasab 

menunjukkan hubungan kekeluargaan antara pewaris 

dengan ahli waris. 

b. Ahli waris sababiyah  

                                                           
105Zuhraini, “Perempuan dan Hukum Dalam  Masyarakat Hukum Adat 

Lampung Sebatin”,Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Volume X, Nomor 2, 

hlm., 7. 



66 
 

 
 

Yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena sebab 

tertentu. 

1) Perkawinan yang sah 

2) Memerdekakan hamba sahaya atau karena perjanjian 

tolong menolong.106 

Harta waris dibagikan jika memang orang yang telah 

mati itu meninggalkan harta yang berguna bagi orang lain. 

Namun sebelum harta warisan itu diberikan kepada ahli 

waris, ada tiga hal yang terdahulu mesti dikeluarkan, yaitu: 

a. Segala biaya yang berkaitan dengan proses pemakaman 

jenazah 

b. Wasiat dari orang yang meninggal 

c. Hutang piutang sang mayit.107 

Ketika tiga hal di atas telah terpenuhi barulah 

pembagian harta waris diberikan kepada keluarga dan juga 

para kerabat yang berhak. Adapun kriteria ahli waris 

tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 

huruf c, yang berbunyi; 

 “Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal 

mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan 

dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena 

hukum utnuk menjadi ahli waris”. 

Sebagaimana ketentuan dalam pembagian harta warisan 

yang dijelaskan dalm surah An-Nisa(4) ayat 11-12 : 

                                 

                                    

                                                           
106

Muhammad Ali As-Sahbuni, Hukum Waris Dalam Syariat 

Islam,(Bandung:CV Diponegoro, 1995), hlm. 49. 
107

Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, ed.revisi, (Yogyakarta: UII 

Press, 2001), hlm.34 
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                                      

                                

                                   

                                

                                     

                               

                             

                               

                                  

 

 Artinya : 

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian 

pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak 

lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan 

jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi 

mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak 

perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. 

dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya 

seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal 

itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak 

mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), 

Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu 

mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat 

seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah 
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dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar 

hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu 

tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat 

(banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. 

(Q.S An Nisa : 11) 

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang 

ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai 

anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu 

mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya 

sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah 

dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta 

yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika 

kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh 

seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah 

dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar 

hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun 

perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak 

meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-

laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), 

Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 

seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih 

dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga 

itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah 

dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada 

ahli waris). Allah menetapkan yang demikian itu sebagai 

syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha 

mengetahui lagi Maha Penyantun.  (Q.S An Nisa : 12) 

 

Di antara hikmahnya, seperti diungkapkan Muhammad 

Amin Suma108 yang mengutip pendapat sejumlah ulama tafsir 

                                                           
108Muhammad Amin Suma, Keadilan Hukum Waris Islam Dalam 

Pendekatan Teks dan konteks, (Jakarta, Pt. GrafindoPersada, 2013), hlm. 109-123. 
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di antaranya Muhammad Abduh dan al- Sayyid Rasyid Ridha 

dari berbagai sumber adalah, bahwa di antara hikmah 

penetapan bagian waris laki-laki itu sama dengan bagian waris 

dua orang  perempuan karena selain memerlukan nafkah untuk 

dirinya sendiri, laki-laki juga memerlukan nafkah untuk 

istri, dan keluarganya. Sedangkan kaum perempuan, dia 

hanya akan menafkahi dirinya sendiri, dan jika dia menikah 

maka nafkah kehidupannya akan dijamin oleh suaminya.109 

Sedangkan Hukum waris adat yang berlaku pada 

masyarakat adat Lampung menggunakan sistem pewaris 

tunggal yang disebut dengan istilah mayorat laki-laki, yakni 

anak laki-laki tertua yang berhak menguasai atas harta 

peninggalan keluarga dengan hak dan berkewajiban mengatur 

serta mengurus kepentingan adik-adiknya atas dasar 

musyawarah juga mufakat para anggota kelompok waris yang 

lain. Jadi anak tertua berkedudukan menggantikan ayahnya 

Oleh karena itu, pembagian harta waris menurut hukum 

adat Lampung Saibatin bertentangan dengan Hukum Islam 

karena dalam hukum waris adat Lampung Saibatin menganut 

sifat patrilineal, yaitu sistem kewarisan dimana anak laki-laki 

tertua yang berhak atas keseluruhan harta peninggalan dan 

sebagai penerus keturunan mereka, jadi hanya anak laki-laki 

yang mendapatkan harta waris hal ini bertentangan dengan 

hukum Islam yang mengatur pembagian waris kepada semua 

ahli waris bapak, ibu, saudara, istri dan anak. 

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Besaran Pembagian Harta 

Waris Pada Ahli Waris Adat Lampung Saibatin 

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu pada BAB II, 

bahwa keadilan merupakan salah satu asas (doktrin) dalam 

hukum waris Islam. Hal yang paling menonjol dalam 

pembahasan tentang keadilan menyangkut hukum kewarisan 

                                                           
109Muhammad Amin Suma, Keadilan Hukum Waris Islam Dalam 

Pendekatan Teks dan Konteks, hlm. 109-110.  
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Islam adalah tentang hak sama-sama dan saling mewarisi 

antara laki-laki dan perempuan, serta perbandingan 2:1 antara 

porsi laki-laki dan perempuan.110 

Asas keadilan dalam hukum kewarisan Islam 

mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan 

antara hak yang diperoleh ahli waris dengan kewajiban atau 

beban kehidupan yang harus ditunaikannya. Karena itu arti 

keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari 

kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan 

berdasarkan besar-kecilnya beban atau  tanggung jawab 

diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan 

manusia. Jika dikaitkan dengan definisi keadilan yang 

dikemukakan Amir Syarifuddin sebagai "keseimbangan antara 

hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh 

dengan keperluan dan kegunaan", atau perimbangan antara 

beban dan tanggung jawab di antara ahli waris yang sederajat, 

maka kita akan melihat bahwa keadilan akan nampak pada 

pelaksanaan pembagian harta warisan menurut Islam. 

Rasio perbandingan 2:1, tidak hanya berlaku antara anak 

laki-laki dan perempuan saja, melainkan juga berlaku antara 

suami isteri, antara bapak-ibu serta antara saudara lelaki dan 

saudara perempuan, yang kesemuanya itu mempunyai hikmah 

apabila dikaji dan diteliti secara mendalam. Dalam kehidupan 

masyarakat muslim, laki-laki menjadi penanggung jawab 

nafkah untuk keluarganya, berbeda dengan perempuan. 

Apabila perempuan tersebut belum menikah, maka ia menjadi 

tanggung jawab orang tua ataupun walinya. Sedangkan setelah 

seorang perempuan menikah, maka ia berpindah akan menjadi 

tanggung jawab suaminya (laki-laki). 

Dari penjelasan di atas, jika dicontohkan secara konkret 

                                                           
110Suryati, Keadilan dalam Hukum Waris Islam, (Purwokerto: Fakultas 

Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto, t.t), hlm. 5. 
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adalah seorang anak laki-laki memperoleh harta warisan 

bernilai uang Rp.20.000.000 (dua puluh juta), sedangkan 

saudara perempuannya memperoleh Rp.10.000.000 (sepuluh 

juta). Berdasarkan ketentuan 2:1, maka ketika laki-laki tersebut 

akan menikah, ia akan mengeluarkan biaya keperluan mahar 

sekitar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), jadi sisa harta dari 

bagian warisan yang ada pada laki-laki tersebutberjumlah 

Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah). Sebaliknya saudara 

perempuannya yang memperoleh bagian warisan Rp. 

10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tersebut akan memperoleh 

tambahan Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) disebabkan mahar 

yang diperolehnya dari laki-laki yang menikah dengannya. 

Dengan demikian maka kedua-duanya (laki-laki dan 

perempuan) yang memperoleh bagian warisan tersebut sama-

sama memperoleh Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah). 

Artinya, perempuan selain pemilik penuh dari kekayaan yang 

diwarisi dari orangtuanya dan tidak ada pemaksaan untuk 

dibelanjakan, juga akan mendapatkan tambahan dari mahar 

yang diberikan calon suaminya serta mendapatkan nafkah dari 

suaminya itu. Hal demikian menunjukkan bahwa keadilan 

dalam hukum waris Islam bukan saja keadilan yang bersifat 

distributif semata (yang menentukan besarnya porsi 

berdasarkan kewajiban yang dibebankan dalam keluarga), 

akan tetapi juga bersifat commulatif, yakni bagian warisan juga 

diberikan kepada wanita dan anak- anak. 

Berikut adalah tabel bagian ahli waris menurut 

pandangan Islam111 : 

NO 
AHLI 

WARIS 
BAGIAN SYARAT 

1 Suami ½ 
Jika tidak ada anak atau cucu dari 

anak laki-laki  

                                                           
111 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, (Bandung): Mandar 

Maju, 2014.) hlm. 23 



72 
 

 
 

¼ 
Jika ada anak atau cucu dari anak 

laki-laki 

2 Istri 

¼ 
Jika tidak ada anak atau cucu dari 

anak laki-laki 

1/8 
Jika ada anak atau cucu dari anak 

laki-laki 

3 Ayah  

1/6 
Jika bersama dengan anak laki-laki 

atau cucu laki-laki (dari anak laki) 

Asobah 

Jika ada anak perempuan atau 

cucu perempuan, atau jika tidak 

ada far’u waris (anak laki-laki / 

cucu laki-laki) 

4 Ibu  

1/6 

Jika ada anak atau cucu (ada far’u 

waris) atau lebih dari seorang 

saudara.  

1/3 

Jika tidak ada anak atau cucu (ada 

far’u waris) atau lebih dari 

seorang saudara.  

5 Anak laki-

laki 
Asobah  

Bersama dengan siapapun/ dalam 

kondisi apapun 

6 
Anak 

perempuan  

½ 

Jika anak perempuan hanya 

seorang dan tidak bersamaan 

dengan anak laki-laki 

2/3 

Jika anak perempuan dua orang 

atau lebih dan tidak ada anak laki-

laki 

Asobah  Jika ada anak laki-laki 

7 
Cucu laki-

laki 

Asobah  Jika tidak ada anak laki-laki 

Mahjub  Jika ada anak laki-laki 

8 

Cucu 

perempuan 

dari anak 

½ 

Jika cucu perempuan hanya 

seorang dan tidak bersamaan 

dengan cucu laki-laki dari anak 
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laki-laki  laki-laki yang menariknya menjadi 

asobah 

2/3 

Jika cucu perempuan dua orang 

atau lebih dan tidak ada anak serta 

tidak ada cucu laki-laki dari anak 

laki-laki 

1/6 

Jika bersamaan dengan anak 

perempuan tunggal sebagai 

pelengkap 2/3 harta warisan 

Asobah  Jika ada cucu laki-laki dari anak 

laki-laki 

9 

Saudara 

laki-laki Se 

kandung 

Asobah  
Jika tidak ada anak laki-laki, tidak 

ada bapak dan kakek 

10 

Saudara 

laki-laki Se 

bapak 

Asobah  

Jika tidak ada anak laki-laki, tidak 

ada bapak, kakek dan saudara 

laki-laki se kandung 

11 

Saudara 

laki-laki Se 

ibu  

1/6 
Sendirian, tidak ada anak, cucu 

dan ayah 

1/3 
Dua orang atau lebih, tidak ada 

anak, cucu dan ayah 

12 

Saudara 

perempuan 

Se kandung 

½ 
Sendirian dan tidak ada anak atau 

ayah 

2/3 
Dua orang atau lebih dan tidak 

ada anak dan ayah 

13  

Saudara 

perempuan 

Se bapak 

½ 

Sendirian dan tidak ada anak, 

ayah atau saudara perempuan se 

kandung  

2/3 

Dua orang atau lebih dan tidak 

ada anak, ayah atau saudara 

perempuan se kandung 

1/6 Tidak ada anak, cucu laki-laki, 
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saudara laki-laki se kandung/se 

ayah tapi bersama dengan saudara 

perempuan se kandung 

14 

Saudara 

perempuan 

Se ibu 

1/6 
Sendiri serta tidak ada anak, cucu 

dan ayah 

1/3 
Dua orang atau lebih serta tidak 

ada anak, cucu dan ayah 

15 Kakek  

1/6 
Ada anak atau cucu dan tidak ada 

ayah  

1/6 dan 

Asobah 

Jika ada anak perempuan atau 

cucu perempuan, dan tidak ada 

far’u waris laki-laki dan tidak ada 

ayah 

Asobah Tidak ada anak, cucu dan ayah 

16 Nenek 1/6 Tidak ada ibu 

 

Macam-macam ahli waris dapat digolongkan menjadi 

beberapa golongan yang ditinjau dari jenis kelaminnya, dan 

dari segi haknya atas harta warisan. Jika ditinjau dari jenis 

kelaminnya, maka ahli waris terdiri dari dua golongan yaitu 

ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Sedangkan jika 

ditinjau dari segi hak atas harta warisan maka ahli waris 

terdiri dari 3 golongan yaitu al dzawil furudl, ashabah, dan dzawil 

arham.112 

Adapun besar kecilnya bagian yang diterima bagi 

masing- masing ahli waris dapat dijabarkan sebagai berikut. 

Pembagian harta waris dalam Islam telah ditentukan dalam 

Al-Qur’an surat an-Nisa’ secara gamblang dan dapat 

disimpulkan bahwa ada 6 tipe persentase pembagian harta 

waris, yaitu ada pihak yang mendapatkan setengah (1/2), 

                                                           
112

Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, ed.revisi, (Yogyakarta: UII 

Press, 2001), hlm.34 
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seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), dua pertiga (2/3), 

sepertiga (1/3), dan seperenam (1/6).113 

Untuk lebih rinci berikut penulis uraikan persamaan dan 

perbedaan antara hukum kewarisan Islam dengan hukum 

waris yang diterapkan masyarakat adat Suku Sai Batin di Pekon 

Cahaya Negeri, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, 

sebagai berikut: 

a. Persamaan hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan 

adat Suku Sai Batin: 

1) Pengertian hukum waris baik menurut Hukum Islam 

dan hukum adat Suku Sai Batin Lampung mengandung 

pengertian yang sama. Yaitu suatu hukum yang 

mengatur peninggalan harta seseorang yang telah 

meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti 

keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. 

2) Rukun waris baik menurut hukum Islam dan hukum 

adat Suku Sai Batin Lampung juga sama, yaitu: pewaris, 

ahli waris dan harta yang ditinggalkan.114 

3) Terkait ahli waris baik Hukum Islam ataupun hukum 

adat Suku Sai Batin Lampung, sama-sama sepakat jika 

ahli waris berasal dari keluarga terdekat. 

4) Mengenai pengertian harta waris (tirkah) menurut 

Hukum Islam dan hukum adat Suku Sai Batin Lampung 

juga sama. Yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh orang 

yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya 

yang dibenarkan untuk diwariskan kepada ahli 

warisnya. 

5) Mengenai harta waris yang dibagikan kepada ahli waris, 

baik Hukum Islam maupun hukum adat Suku Sai Batin 

                                                           
113

Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Wari sIslam, 

(Jakarta:Sinar Grafika, 2008), hlm.24. 
114Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai 

Pembaruan   Hukum Positif di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm., 57. 
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Lampung sama-sama memiliki pengertian yang sama, 

yakni setelah dikurangi biaya-biaya sewaktu pewaris 

sakit, biaya pengurusan jenazah, serta pembayaran 

hutang selama pewaris masih hidup. 

b. Perbedaan yang terdapat pada sistem pewarisan Islam dan 

adat Sai Batin Lampung yaitu sebagai berikut: 

1) Pada hukum waris adat Sai Batin sistem pewarisan 

kolektif dan kewarisan mayorat, sedangkan hukum 

Islam tidak mengenal kedua sistem tersebut. 

2) Pada hukun waris Islam yang menjadi ahli waris sangat 

jelas dan terperinci dalam surat an-Nisa 11-12 dan ayat 

176, sedangkan dalam adat Sai Batin Lampung hanya 

anak laki-laki tertua yang menjadi ahli waris. 

3) Dalam hukum waris Islam besarnya bagian dari harta 

warisan yang didapat oleh ahli waris sangat jelas dan 

dirinci, sedangkan pada hukum waris adat Sai Batin 

Lampung besarnya bagian yang didapat oleh waris dari 

harta warisan belum jelas jika terjadinya perselisihan. 

4) Dalam hal bila terjadinya perselisihan terkait waris, 

masyarakat adat Sai Batin memilih menyelesaikannya 

dengan cara musyawarah dan musyawarah adat. 

Sedangkan dalam hukum Islam, jika ada perselisihan 

dan permasalah pembagian waris, maka rujukannya 

adalah Al-qur’an dan As-sunnah. Selain itu dapat juga 

diselesaikan secara takharuj115 dan ishlah116. Dalam 

pelaksanaan praktis penyelesaian secara takharuj, harta 

warisan dibagi sesuai dengan kerelaan bersama atas 

dasar kebutuhan masing-masing. Hal ini hanya dapat 

ditempuh bila dapat dicapai kesepakatan dan masing-

masing pihak tidak merasa dirugikan. Penyelesaian 

                                                           
115

Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2015), hlm. 302. 
116

Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, hlm. 309. 
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warisan secara ishlah ditemukan dalam Kompilasi 

Hukum Islam Pasal 183, yang dijalankan di Pengadilan 

Agama. Teks resminya adalah: “Para ahli waris dapat 

bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian 

harta warisan, setelah masing-masing menyadari 

bagiannya.” Ungkapan “setelah masing- masing 

menyadari bagiannya” mengandung arti ishlah itu 

dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Dengan 

kematian pewaris itu berarti harta warisan sudah 

diketahui oleh masing-masing ahli waris, meskipun 

belum berada di tangannya. 

5) Sedangkan mengenai penghalang bagi ahli waris untuk 

mendapatkan harta waris, baik Hukum Islam dan 

hukum adat Suku Sai Batin Lampung memiliki sedikit 

perbedaan. Dalam Hukum Islam yang dapat 

menghalangi untuk mendapatkan warisan yaitu 

membunuh, beda agama, dan perbudakan. Akan tetapi 

yang dipraktekkan masyarakat adat Sai Batin Lampung, 

ahli waris yang terjerat kasus pembunuhan tetap 

mendapatkan bagian dari muwarits setelah 

mendapatkan maaf dari anggota keluarga yang lain. 

Untuk melihat apakah tradisi dan budaya yang sudah 

mengakar di tengah- tengah masyarakat adat Suku Sai Batin 

Lampung itu sesuai dengan ajaran Islam atau tidak, menurut 

hemat penulis perlu dilakukan kajian secara spesifik dan 

khusus. Namun demikian, yang jelas determinasi nilai-nilai 

tradisi budaya Lampung begitu kuat mengakar. Setelah Islam 

masuk dan berkembang di Lampung, masyarakat setempat 

secara taat dan fanatik menjalankan ajaran Islam. Dalam 

sejumlah praktek kehidupan sehari-hari dapat dijumpai 

berbagai aktivitas masyarakat Lampung dikolaborasikan 

dengan nilai-nilai atau acara-acara ke-Islaman. Hal ini 

kemudian memunculkan sebuah adagium (pribahasa) baru, 
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Lampung adalah Islam dan Islam adalah Lampung.117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
117Syaripudin Basyar, Determinasi Nilai-Nilai Tradisi Terhadap 

Religiusitas Masyarakat (Kajian Adat Ninjuk dalam Budaya Lampung), (Lampung: 

Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama 

Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2014), hlm. 90-91. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses Pembagian Harta Waris Menurut Adat Lampung 

Saibatin  

Proses pembagian harta waris menurut adat 

Lampung khususnya Pesisir Barat merupakan salah satu 

masyarakat patrilineal dengan sistem pewarisan mayorat, 

yaitu menjadikan anak laki-laki tertua sebagai pemimpin, 

pengatur, dan pengurusan harta warisan pewaris. Karena 

peran anak laki-laki tertua dianggap penting untuk 

bertanggung jawab pada keluarganya. 

Sebagai contoh tanggung jawabnya anak laki-laki 

tertua adalah bertanggung jawab untuk mencukupi seluruh 

kebutuhan keluarga besarnya. Tidak hanya keluarga 

intinya, anak laki-laki tertua juga berkewajiban mengurus 

orang tuanya yang masih hidup, mengurus dan membiayai 

segala keperluan adik-adiknya, mulai dari membiayai 

makan, membelikan pakaian, membayar uang sekolah, 

sampai adiknya tersebut dewasa. Oleh karena itu anak laki-

laki memiliki hak kuasa 100% atau seutuhnya dalam harta 

warisan menurut adat Lampung Saibatin serta memiliki 

kewajiban dan tanggung jawab mengurus segala keperluan 

pokok keluarganya. 

 

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris 

Menurut Adat Lampung Saibatin 

Pembagian harta waris menurut hukum adat 

Lampung Saibatin bertentangan dengan Hukum Islam 

karena dalam hukum waris adat Lampung Saibatin 

menganut sistem Mayorat, yaitu sistem kewarisan dimana 

89 
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anak laki-laki tertua yang berhak atas keseluruhan harta 

peninggalan pewaris. Sedangkan dalam Islam, Ahli waris 

diberikan kepada Furudhul Muqoddaroh yaitu ahli waris yang 

bagian-bagiannya telah ditentukan di dalam Al-Qur’an atau 

ketentuan dalam syari’at. Jadi, terkait keputusan 

menjalankan hukum adat tidak masalah selagi tidak ada 

sengketa, menjunjung tinggi keadilan, tetap menjaga 

persaudaraan dan berpijak pada kemaslahatan masyarakat. 

B. Saran 

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kata 

sempurna, masih banyak kekurangan dan kesalahan di sana 

sini. Untuk itu penulis sangat mengharapkan sumbang saran, 

masukan yang sifatnya membangun dari semua pihak demi 

terwujudnya karya tulis yang jauh lebih baik ke depan. 

Selanjutnya penulis berharap agar masyarakat Adat Suku Sai 

Batin Lampung tetap menjaga dan melestarikan adat dan 

budaya yang diwariskan nenek moyang. Namun khusus 

masalah waris, penulis menyarankan agar para orangtua 

sebaiknya menyelesaikan permasalahan waris dengan 

menggunakan hukum Islam. Di mana hukum Islam telah 

mengatur dengan adil dan terperinci mengenai hukum waris. 

Dengan mengikuti pembagian secara Islam dapat 

menghindari perselisihan antar anggota keluarga akibat 

sengketa waris. Selanjutnya kepada praktisi hukum Islam, 

diharapkan agar lebih intens melakukan sosialisasi tentang 

Kompilasi Hukum Islam, khususnya terkait waris di tengah 

masyarakat adat Sai Batin, agar masyarakat setempat lebih 

melek lagi terkait hukum Islam. 
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